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Gubernur Khofifah Bersaksi

SIDOARJO, BN - Gubernur Jawa
Timur Khofifah Indar Parawansa
menepati janjinya untuk kooperatif
memenuhi panggilan Jaksa Penuntut
Umum (JPU) Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dalam persidangan

B Bersambung ke hal.11 kol.1

di Pengadilan Tlplkor_ )

Gubernur Khofzfuh di Pengudllun Ttplkor (1st)

BONGKAR DUGAAN KORUPSI

J Dari Proyek Fiktif, LPJ Bermasalan, Hingga Pengurangan Volume

SURABAYA, BN - GELOMBANG tuntutan
penuntasan perkara korupsi Dana Bibah APBD
Jawa Timur yang kian menguat kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengusut
keterlibatan unsur eksekutif sebagai penanggung-
jawab anggaran, bukan tanpa alasan.

LEMAHNYA sistem
penyelenggaraan dana
hibah dan abstainnya
regulasi yang mengatur
tentang tanggungjawab
pengawasan pemerintah
daerah dalam pelaksa-
naan dana hibah, disebut-
sebut menjadi peluang
terjadinya korupsi dana

hibah APBD Jawa Timur,
sepanjang tahun.

Mulai proyek fiktif,
Laporan Pertanggung-
jawaban (LP]) bermaslaah
hingga pengurangan vol-
ume pekerjaan pada
pelaksanaan dana hibah
APBD Provinsi Jawa Ti-
mur yang terus berulang

terkesan menjadi kewaja-
ran. Ironisnya, Pemerintah
Daerah berpangku tangan.

Pelanggaran kepatu-
han dan ketentuan per-
aturan perundang-unda-
ngan pada penyelengga-
raan belanja hibah terse-
but diungkap Badan Pe-
meriksa Keuangan (BPK)
RIPerwakilan Jawa Timur
dalam Laporan Hasil Pe-
merikasaan atas Sistem
Pengendalian Intern dan
Kepatuhan Terhadap Ke-
tentuan Peraturan Perun-
dangan Nomor 60.B/

LHP/XVIIL. SBY/05/2023
BABI B Nomor 7.

Badan Pemeriksa Ke-
uangan menumukan 5
kelemahan perencanaan
belanja hibah, 9 kelema-
han pengendalian pelak-
sanaan hingga kelemahan
sistem monitoring dan
evalusasi belanja hibah
pada Satuan Kerja Dinas
Pekerjaan Umum Bina
Marga (DPUBM) Provinsi
Jawa Timur.

Dalam dokumen se-
panjang lima halaman
B Bersambung ke hal.11 kol.1

Gaji Terpidana, Berujung Temuan BPK

d Rugikan Keuangan Rp 61 Juta, Dinas Pendidikan: Kami Angsur

PASURUAN, BN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyatakan, Realisasi
Belanja Gaji ASN pada Dinas Pendidikan Kab Pasuruan
sebesar Rp 1.327.586.999.498,00 tidak sesuai ketentuan.

Pelanggaran ketentuan peraturan tersebut terungkap
dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 75.B/
LHP/XVIIL.SBY/05/2025 BAB 1 Huruf B BELANJA
DAERAH. Dengan pokok-pokok temuan pemeriksaan
pelanggaran sebagai berikut:

Berdasarkan pemeriksaan atas daftar pembayaran gaji
ASN dan dokumen pendukung kepegawaian lain yang
diperoleh dari Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur
B Bersambung ke hal.11 kol.1

UFOC UMM Gelar Diklat Fotograti di Pelabuhan
Perikanan Pantai Pondokdadag

kata Mustafa

Minggu siang (14/12).

Komunitas fotografi yang tergabung dalam Jurnalistik Fotografi Club Universitas
Muhammadiyah Malang (JUFOC-UMM) saat kegiatan Orientasi Dasar Fotografi di
pelabuhan perikanan Pondokdadap Kabupaten Malang. (ist)

Setelah pemaparan materi usai seluruhnya, peserta Ordas diberikan kesempatan untuk melaku-
kan hunting foto yang berlokasi di seluruh area pelabuhan, termasuk di dermaga, di kios ikan nelayan dan
tempat lain yang menjadi pusat aktifitas nelayan dan pelaku usaha. Kegiatan hunting foto berakhir pada

” Alhamdulillah, kegiatan kami berjalan lancar. Kami sampaikan banyak terima kasih atas dukungan
UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap, dimana kami diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan
Ordas di wilayah pelabuhan, serta memanfaatkan fasilitas layanan di Pondokdadap,” jelas Nazhif Wiradafa
selaku ketua pelaksana kegiatan Ordas JUFOC. (adv/dkp)

MALANG, BN- Pelabu-
han Perikanan Pondokdadap,
Kabupaten Malang, menyaji-
kan sisi yang lain bagi komu-
nitas fotografi mahasiswa.
Selain sebagai pelabuhan per-
ikanan yang diisi oleh akti-
vitas nelayan dan pelaku usa-
ha kelautan dan perikanan,
pelabuhan perikanan Pon-
dokdadap juga diminati oleh
mahasiswa pencinta foto-
grafi.

Pada tanggal 13 dan 14
Desember 2025, komunitas
fotografi yang tergabung da-
lam Jurnalistik Fotografi Club
Universitas Muhammadiyah Malang (JUFOC-UMM) menggelar kegiatan Orientasi Dasar (Ordas) Fotografi
di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur ini.

Orientasi dasar fotografi tersebut dilaksanakan sebagai bekal dasar teknis fotografi untuk mahasiswa
baru jurusan ilmu Komunikasi FISIP - UMM. Kegiatan diawali dengan pemaparan materi tentang Profile
UPT PPP Pondokdadap oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Achmad Sonhaji, dilanjutkan materi fotografi
dasar oleh fotografer profesinal, Fully Syafi Handoko. Selain materi pengenalan pelabuhan perikanan dan
dasar-dasar fotografi, panitia juga menyampaikan materi tentang organisasi JUFOC.

Ketua JUFOC, Mustafa Kamal menjelaskan, bahwa kegiatan Ordas adalah kegiatan rutin setiap
penerimaan anggota baru. “Ordas dilaksanakan sebagai dasar pengenalan fotografi bagi mahasiswa yang
menjadi anggota baru JUFOC, sekaligus sebagai bagian dari program kerja tahunan organisasi JUFOC”,
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SURABAYA, BN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi
Jawa Timur mengungkap potensi kerugian keuangan daerah atas perhitungan
kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi

pada RSUD dr. Soetomo Jawa Timur.

Pelanggaran sistemik tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
Atas Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor

85/LHP/XVIILSBY/12/2024.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK RI Perwakilan Provinsi
Jawa Timur atas Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Soetomo Jawa Timur di temukan permasalahan dengan pokok-pokok temuan

sebagai berikut:

1.Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi Teknis atas Paket

B Bersambung ke hal.11 kol.1

Puluhan Miliar Belanja

Kab. Kediri Tidak Tepat

0 Kesalahan Penganggaran Rp 64,863 M

KEDIRI, BN - Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi
Jawa Timur kembali menemukan Kesa-
lahan Penganggaran atas Belanja Daerah
sebesar Rp.64.863.186.351,02 dalam
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2023.Temuan
tersebut tersaji dalam Resume Hasil
Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian
Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan nomor
63.B/LHP/XIILSBY/04/2024 Dengan
pokok-pokok temuan sebagaimana telah

a. Kesalahan Penganggaran Belanja Barang
dan Jasa sebesar Rp110.555.840,00

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas
dokumen penganggaran dan realisasi
Belanja pada enam OPD menunjukkan
terdapat kesalahan penganggaran Belanja
Barang dan Jasa TA 2023 yang seharusnya
dianggarkan sebagai Belanja Modal.
Belanja Barang dan Jasa tersebut
digunakan untuk kegiatan pemeliharaan
Gedung, perbaikan Jalan, Irigasi dan
Jaringan, dan pembelian Peralatan dan
Mesin sebesar Rp110.555.840,00.

kami rangkum berikut: B Bersambung ke hal.11 kol.1
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SIDOARJO, BN —
Gubernur Jawa Timur
Khofifah Indar Parawansa
mengapresiasi sistem
pembelajaran di SMK Ne-
geri 1 Buduran, Sidoarjo,
yang dinilai berhasil men-
cetak lulusan siap kerja
dan berdaya saing tinggi.
Model pendidikan berba-
sis praktik dinilai menjadi
kunci kuatnya serapan
lulusan di dunia kerja.

Menurut Khofifah,

BIDIK NASIONAL EDISI 887/10-20 FEBRUARI 2026

ernur Jawa Timur Apres
nelajaran di SMKN 1 Budt

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, saat di
SMKN 1 Buduran, Sidoarjo. (Teddy Syah)

banyak siswa SMKN 1 Buduran bahkan sudah dipesan
perusahaan sebelum mereka lulus sekolah. Hal itu
menunjukkan tingkat kepercayaan dunia usaha dan
dunia industri terhadap kualitas lulusan SMK tersebut.

Khofifah menegaskan bahwa kunci utama lulusan

1as1 Sistem
ran Sidoar|o

SMK saat ini adalah em-
ployability atau kesiapan
untuk langsung bekerja.
Kemampuan adaptif dini-
lai lebih penting dari se-
kadar penguasaan teori.
“Punya employability itu
sangat penting, artinya
mereka siap bekerja di
semua lini dan berbagai
sektor pembangunan,”
ujarnya saat kunjungan ke
SMKN 1 Buduran, Senin
(9/2/2025).

Ia memuji pola pembelajaran yang diterapkan
sekolah, yakni satu minggu belajar di kelas dan dua
minggu praktik di lapangan. Skema tersebut dinilai
efektif membentuk keterampilan nyata siswa.

B Bersambung ke hal.11 kol.5

Korban dan Pelaku Kecelakan di Alun-alun Lumajang
Bisa Berdamai Secara Restorative Justice

Kasat Lantas Akp.Julian
Putra Prasviawan, STK, SIK

LUMAJANG, BN -
Laka lantas yang terjadi di
alun-alun utara Luma-
jang hari Jum’at (23/01/
2026) jam 10.45 WIB
tepatnya dipersimpangan
sekitar Bank BNI, yang
melibatkan mobil Mitsu-
bishi Xpander Nopol W-
1308-RC dan motor Hon-
da Beat Nopol N-6563-DB
sampai merengut nyawa
warga asal Desa Dorogo-
wok Kec. Tekung berna-
ma Sri Kurniawati (28
tahun) dan temannya
yang dibonceng Ita Pur-

Walikota Probolinggo Perkuat Komitmen Wujudkan

,.ﬁ
-

Kanit Gakkum Ipda Dendy
Cucu Andriana. S.H

nama Sari (31 tahun)
dilaporkan menderita
luka berat tengah dalam
penanganan medis.

Berdasarkan informa-
si narasumber, mobil
maupun motor melaju
dari arah barat ke timur,
akibat kurang hati-hati
pengendara mobil dan
motor, akhirnya terjadi
tabrak dari belakang.
Kejadian tersebut sudah
ditangani dari pihak sa-
tuan lalu lintas Polres Lu-
majang.

Pantauan media BN,

setelah 12 hari terjadi la-
ka lantas tersebut hari
Rabu (04/02/2026) kasat
lantas AKP. Julian Putra
Prasviawan, S.T.K, S.I.K,
pada media Bidik Nasio-
nal (BN) menyampaikan
ikut berbelasungkawa
yang sedalam-dalamnya
atas meninggalnya almar-
humah Sri Kurniawati
warga desa Dorogowok
Kec. Tekung.

“Sampai saat ini masih
belum ada laporan dari
anggota saya, nanti saya
akan hubungi Kanit Gak-
kum untuk menanyakan
hal ini. Kami siap me-
mantau dan memediasi
antara korban dan pelaku
maunya seperti apa, ka-
lau memang dari keluar-
ga korban tidak menun-
tut, kami akan mengikuti,
kalau dari keluarga kor-
ban menginginkan lan-
jut/menuntut, kami juga
siap membantu melan-
jutkan masalah ini.

Good and Clean Governance

Menurut kami kalau
ada pertanggungjawaban
dari pelaku dan beretikat
baik, yah diselesaikan sa-
ja, karena ini semua mu-
sibah tanpa adanya kese-
ngajaan dan kasus ini be-
da ketika terjadi pembu-
nuhan yang ditangani
oleh Polres Lumajang,”
terang Kasat Lantas
Julian.

Di ruangan terpisah,
Kamis (05/02/2026) Ka-
nit Gakkum Ipda Dendy
Cucu Andriana, SH, saat
dikonfirmasi menjelaskan
kronologi Laka Lantas di
alun-alun utara kejadian
hari Jum’at (23/01/2026)
kecelakaan mobil Mitsu-
bishi Xpander atas nama
Sutoyo Dusun Darungan
RT/RW 10/5 warga desa
Klampokarum Kec. Te-
kung (pelaku) dan motor
Honda Beat 1, meninggal
atas nama Sri Kurniawati
(28 tahun) korban dan 1

B Bersambung ke hal.11 kol.5

Walikota Probolinggo Pimpin

Apel Perdana Tahun 2026

PROBOLINGGO,
BN - Wali Kota Probo-
linggo, dr. Aminuddin,
memimpin apel hari
pertama kerja tahun
2026 yang digelar di ha-
laman Kantor Wali Kota
Probolinggo, Senin (5/
1/2026). Dalam apel
tersebut, wali kota me-
nekankan pentingnya
meninggalkan pola pi-
kir lama dan menatap
tantangan baru dengan

Walikota Probolinggo, dr. Aminuddin, saat memimpin apel
hari pertama kerja tahun 2026. (ist)

semangat serta komitmen yang lebih kuat.

“Kita ulangi ya untuk semangat pagi ini.Ini sudah 2026, mungkin masih ada
yang lupa.Selamat pagi!” seru Aminuddin sambil menyapa dan membangkitkan
semangat para peserta apel.

Apel perdana tahun ini diikuti Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, Penjabat
Sekretaris Daerah Rey Suwigtyo, para kepala perangkat daerah, camat, staf di
lingkungan Sekretariat Daerah, serta perwakilan perangkat daerah di luar Setda.
Bertindak sebagai Komandan Upacara, Kepala Bagian Hukum Setda Kota
Probolinggo, Aditya Ramadhan Lawado.

Dalam arahannya, Wali Kota Aminuddin mengingatkan seluruh aparatur
sipil negara (ASN) agar benar-benar siap menghadapi tahun 2026 dengan cara
kerja yang lebih adaptif dan profesional. Ia juga menyampaikan apresiasi atas
kinerja Pemerintah Kota Probolinggo sepanjang tahun 2025 yang berhasil meraih
23 penghargaan tingkat nasional dan umum.

“Penghargaan-penghargaan itu sampai penuh. Ini menjadi tanda bahwa ke
depan kita perlu menyiapkan ruang yang lebih layak,” ujarnya. Ia pun
mengungkapkan rencana renovasi Kantor Wali Kota pada tahun 2027 agar tampil
lebih megah dan representatif.

Aminuddin menjelaskan, tahun 2026 akan menjadi era penguatan kinerja
berbasis evaluasi dan pemantauan berkala. Seluruh kinerja, mulai dari tingkat
kelurahan hingga perangkat daerah, akan dipantau secara rutin melalui dash-
board kinerja.

“Ke depan, kinerja tidak lagi menunggu akhir tahun. Dalam hitungan bulan
bahkan minggu, semua akan terpantau. Bukan untuk menekan, tetapi memas-
tikan target tercapai,” tegasnya.

Ia optimistis, apabila setiap perangkat daerah mampu mencapai minimal 80
persen target kinerja, maka jumlah penghargaan yang diraih Kota Probolinggo
pada 2026 dapat meningkat hingga 50 penghargaan atau lebih. “Tidak perlu
ngoyo, jalani tugas pokok dan fungsi dengan konsisten,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, wali kota juga memaparkan sejumlah proyek
strategis yang mulai menunjukkan progres di tahun 2026. Di antaranya
pembukaan kembali Alun-Alun Kota Probolinggo pada 10 Januari, pengem-
bangan kawasan Soekarno-Hatta, revitalisasi GOR Ahmad Yani, pembangunan
kawasan Cokro, serta meningkatnya minat investasi swasta yang mulai
melakukan studi lokasi di Kota Probolinggo.

Menutup arahannya, Wali Kota Aminuddin mengajak seluruh peserta apel
untuk terus menjaga semangat pengabdian dalam mewujudkan visi “Probo-
linggo Bersolek”. Ajakan tersebut dikukuhkan dengan menyanyikan lagu Maju
Tak Gentar secara serentak dan penuh semangat.

Apel perdana ini menjadi penanda bahwa tahun 2026 bukan sekadar
pergantian kalender, melainkan awal langkah besar menuju perubahan nyata
bagi Kota Probolinggo.Dengan semangat baru, kolaborasi, dan komitmen
bersama, Pemerintah Kota Probolinggo optimistis mampu menghadirkan pem-
bangunan yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (SON)

PROBOLINGGO, BN - Inspektorat Kota Probolinggo
menggelar Acara Ekspose Hasil Pengawasan Tahun 2025 dan
Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
Berbasis Risiko Tahun 2026, Rabu (4/2), di Ruang Command
Center Kantor Wali Kota Probolinggo.

Ekspose ini bertujuan untuk menyampaikan hasil
pengawasan selama tahun 2025 sekaligus menjaring
kebutuhan dari masing-masing perangkat daerah terkait pro-
gram dan kegiatan strategis tahun 2026 yang memiliki tingkat
risiko tinggi. Penyusunan PKPT tetap diselaraskan dengan
program kerja yang bersifat mandatori sesuai ketentuan
Kementerian Dalam Negeri.

Acara ini diikuti kepala perangkat daerah serta Tim
Penyusun PKPT Tahun 2026. Dalam kesempatan yang sama,
juga dilakukan penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2026
oleh Wali Kota Probolinggo, Penjabat Sekretaris Daerah,
Inspektur, dan Kepala BPPKAD sebagai bentuk komitmen
bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
bersih dan berintegritas.

Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, dalam arahannya
menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan forum yang
sangat serius dan strategis untuk memperkuat tata kelola
pemerintahan. la menekankan bahwa good governance hanya
dapat terwujud melalui perencanaan yang matang,
pengawasan yang kuat, serta komitmen terhadap clean gov-
ernment.

“Perencanaan harus jelas dan kuat.Kita tidak bisa berbicara
tata kelola yang baik kalau perencanaannya sendiri tidak
jelas.Setelah itu baru dilakukan monitoring, controlling, dan
pengawasan.Jika ada penyimpangan, bisa segera dikenda-
likan,” tegasnya.

Wali kota juga mendorong agar seluruh perangkat daerah,
khususnya fungsi perencanaan, melakukan evaluasi
menyeluruh dan bekerja lebih keras. Lebih lanjut, Dokter
Aminuddin mengingatkan pentingnya memperkuat
pengawasan internal di tengah tantangan global yang semakin
kompleks.

Menurutnya, kekuatan daerah terletak pada kemampuan

menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional,
didukung sistem perencanaan, monitoring, dan pengawasan
yang terintegrasi. “Inspektorat harus memiliki tools yang kuat.
Pengawasan dan diskusi harus tetap berada pada jalurnya,
agar hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat
bagi masyarakat,” pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pengawasan penye-
lenggaraan pemerintahan di Kota Probolinggo ke depan
semakin terarah, berbasis risiko, serta mampu mendukung
terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan
akuntabel. (Son)
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GUs Son: Tenang Hati Agar Introspektif dan Senantiasa
Mengagungkan-NYA Maka Rainlan Kemenangan

-
-

e L - P

GRESIK, BN - Senan-
tiasa pitutur jawa terlon-
tarkan dan bahkan selalu
menghiasi percakapan.
Awal bulan Desember Ta-
hun 2025 di ruang kerja-
nya, H. Mohammad Son-

S

H. Mohammad Sonhaji, S.Sos, atau yang
biasa dipanggil Gus Son (Subhan Arif)

haji, S.Sos, atau
yang biasa di-

panggil  Gus
Son.
Gus Son, Ke-

pala Desa (Ka-
des) Surowiti
Kecamatan Pan-
ceng Kabupaten
Gresik, yang ju-
ga sebagai pe-
mangku Padepo-
kan Alam Tung-
gal. Akrab, bo-
leh dibilang de-
mikian hubungan dengan
awak media Cetak & On-
line Bidik Nasional (BN).

Teringat kata Imam
Syafi’i, bahwa dua prihal
di alam kehidupan dunia
ini yang paling berharga

dan paling tidak berharga,
yaitu nasihat.

Berharap oleh-oleh
dari pada beliaunya Gus
Son, yaitu yang berupa
sebuah petuah nasihat
Jawa dan dapat disajikan
ketengah-tengah publik
sebagai karya jurnalistik,
dalam rangka melengkapi
keberagaman budaya
bangsa.

Ning, atau hati yang
tenang, sebagai respon
dalam menyikapi apapun
program dan kebijakan
pemerintah pusat, menja-
di awal percakapan.

“Neng, diam dan se-
nantiasa instropeksi diri,
serta mengamati terlebih
memahami situasi dan ke-

adaan yang sedang berja-
lan atau berlangsung,”
tutur Gus Son.

“ Nong, jangan sampai
terlepas hati dalam meng-
ingat Kuasa-NYA yang
dibarengi dengan senan-
tiasa mengagungkan Ke-
hendak-NYA,” tegas Gus
Son.

“Nang, maka kemena-
ngan atau kewenangan
dapat diraih dan teraih
sebagai hasil dan amanat
yang dipercayakan dari-
NYA,” pungkasnya.

Sebagai informasi, H.
Mohammad Sonhaji, S.Sos,
adalah seorang pewaris
kitab dari Kanjeng Sunan
Kalijaga. (Bersambung pada
artikel berikutnya/Subhan Arif)

Pagelaran Seni Tari dan Budaya
Meriahkan HUT SMK N 1 Magetan

MAGETAN, BN - HUT
37 Tahun SMK Negeri 1
Kabupaten Magetan dalam
pembukaan di Gedung
Olahraga Kimageti, Senin 2
Februari 2026 para siswa-
siswi menampilkan berba-
gai atraksi seni tari dan
budaya yang memukai
para tamu undangan yang
hadir saat itu .

Nur Ikhwan menyam-

e

Tampak Pagelaran Seni Tari dan Budaya hibur pengunjung
HUT SMK N 1 Magetan. (ashar)

paikan bahwa program acara HUT yang diseleng-
garakan Tahun 2026 itu mengambil thema ”Theso-
voria” yang mengandung arti “Satukan Olahraga

dalam Kreativitas Pelajar”.

“Gelar kali ini yang diselenggarakan oleh SMKN 1
Magetan yang diawali tadi dengan berbagai tarian dan
dibuka oleh Sekertaris Daerah Magetan, Welly Krisanto
dengan pemukulan Gong dan penyelenggaraan event
olahraga di mulai hari ini hingga 6 Februari 2026, hari
Jum’at besok serta penutupan seluruh kegiatan pada
hari Sabtu (7/2),” kata Nur Ikhwan.

Welly Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, Welly
mengucapkan bahwa event penyelenggaraan olahraga

Bola Volly dan Futsal di-
harapkan dapat menjalin
keakraban antar sekolah
sehingga mereka bisa
menimbulkan rasa solida-
ritas dan sportivitas dalam
suasana keakraban ber-
tanding .

“Pentas Seni tadi yang
tadi telah ditampilkan
para siswa-siswi sangat
bagus dan memukau

dalam HUT ke 37 SMKN 1 Magetan. Luwes dalam
gerak mengikuti irama musik sehingga kami
menyaksikan tadi memberikan apresiasi kepada panitia
penyelenggara dan Kepala Sekolah SMKN 1 Magetan,

“ ucap Welly.

Penyelenggaraan pembukaan HUT SMKN 1
Magetan di Gedung Olahraga Kimageti pada hari
pertama tadi sudah membawa senyuman bagi para
penjual & UMKM di halaman GOR dan bagaimana
hingga penutupan pada hari Sabtu, 7 Februari 2026
besok sama dengan penjualan hari ini, saat BN
mendekati beberapa penjual dengan nada yang sama
dan senyum penuh bahagia. (Ashar)

DPRD Pamekasan Gelar Rapat Paripurna
Bahas Penjelasan Bupati Terkait 4 Raperda

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Pamekasan. (ist)

PAMEKASAN, BN -
Dewan Perwakilan Rak-
yat Daerah (DPRD) Kabu-
paten Pamekasan meng-
gelar rapat paripurna ten-
tang penjelasan bupati ter-
kait 4 (empat) Rancangan
Peraturan Daerah (Ra-
perda) yang di usulkan
oleh eksekutif pemerintah
kabupaten Pamekasan
tahun 2026.

Rapat paripurna yang
berlangsung kali ini dibu-
ka langsung ketua DPRD
Pamekasan Ali Masykur
dan dihadiri oleh bupati
Pamekasan Dr Kholilur-
rahman SH, M.Si juga se-
luruh pimpinan OPD dan
Camat se-kabupaten Pame-
kasan (Rabu 11/02/2026).

Dalam penjelasan bu-
pati Pamekasan Dr Kho-
lilirrahman, SH,M.Si me-
nyampaikan 4 Raperda
yang diusulkan oleh ekse-
kutif itu terdiri dari ranca-
ngan peraturan daerah
(Raperda) antara lain: per-
tama ; tentang rancangan
pembentukan dana cada-
ngan pemilihan kepala
daerah tahun 2029, kedua
; rancangan transformasi
digital dan ketiga; ranca-
ngan perubahan ketiga
atas peraturan daerah
(perda) No 6 tahun 2016
tentang pembentukan dan
susunan perangkat dae-
rah serta keempat ; ranca-
ngan pengelolaan barang
milik daerah.

Dijelaskannya, terkait
dengan Raperda pemben-
tukan dana cadangan pe-
milihan bupati dan wakil
bupati tersebut sesuai
dengan Undang-Undang
No 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah da-
lam pasal 60 disebutkan
bahwa masa jabatan kepa-
la daerah adalah selama 5
(lima) tahun, sehingga
berdasarkan siklus terse-
but, maka pemilihan ke-
pala daerah berikutnya
dilaksanakan pada tahun
2029. Sedangkan dalam
pasal 80 ayat 5 Peraturan
Pemerintah (PP) No 12 ta-
hun 2019 tentang penge-
lolaan keuangan daerah
disebutkan bahwa pem-
bentukan dana cadangan
sebagaimana dimaksud
padaayat1 ditetapkan da-
lam peraturan daerah ten-
tang pembentukan dana
cadangan, dengan mem-
pertimbangkan pemilihan
kepala daerah sebelum-
nya, dimana pelaksanaan
pemilihan Pilkada me-
merlukan biaya yang cu-
kup besar sehingga diper-
lukan dana cadangan se-
tiap tahunnya, agar tidak
memberatkan APBD pada
tahun pelaksanaan Pilka-
da tersebut.

Terkait Raperda ten-
tang transformasi digital
bertujuan untuk mengatur
dan mendorong peman-
faatan tekhnologi digital

dalam penyelenggaraan
pemerintah daerah dan
pelayanan publik juga
sebagai landasan hukum
dalam mendukung pen-
capaian visi misi dan sa-
saran pembangunan dae-
rah sebagaimana tertuang
dalam Rencana Pemba-
ngunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) dan Ren-
cana Pembangunan Jang-
kaMenengah Daetah (RPIMD).
Adapun rancangan
perubahan ketiga atas
peraturan daerah (perda)
No 6 tahun 2016 tentang
pembentukan dan susu-
nan perangkat daerah
tersebut mengacu pada
kebijakan efisiensi yang di
mulai sejak tahun 2000
hingga tahun 2025 dan
dengan keluarnya ins-
truksi Presiden No 1 tahun
2025 yaitu untuk efisiensi
kebijakan tahun 2025.
Sebab, kebijkan peme-
rintah pusat ini mendo-
rong pemerintah daerah
juga melakukan kebijakan
strategis efisiensi belanja,
yang salah satunya mela-
lui recofusing kegiatan.
Dampak kegiatan recofu-
sing tersebut memaksa
pemerintah daerah mela-
kukan kebijakan serupa
untuk efisiensi belanja dan
tetap mempertahankan
efektifatas tugas dan
fungsi birokrasi. Kebija-
kan tersebut meliputi 2 hal
yakni; peningkatan pene-
rimaan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) melalui
ekspektasi pajak dan re-
trebusi daerah. Yang ke-
dua melanjutkan penye-
derhanaan birokrasi pe-
rangkat daerah untuk
efisiensi atau recofusing
belanja rutin dan efektifats
belanja melalui sinergi
kegiatan program antar

jurusan.

Sedangkan rancangan
pengelolaan barang milik
daerah yang dimaksud
yaitu penyelenggaraan
pemerintahan daerah
yang efektif dan efisien
sangat membutuhkan
persediaan sarana dan
prasarana yang memadai
dengan terkelola yang
baik dan efektif sesuai
dengan ketentuan yang di
atur dalam peraturan pe-
merintah (PP) No 27 tahun
2014 tentang pengelolaan
barang milik negara milik
daerah sebagaimana yang
telah di ubah dengan Per-
aturan Pemerintah (PP)
No 28 tahun 2020 tentang
perubahan atas pemerin-
tah No 27 tahun 2014 ten-
tang pengelolaan barang
milik negara atau milik
daerah dan Peraturan Da-
lam Negeri (Permedagri)
No 19 tahun 2016 tentang
pedoman pengelolaan ba-
rang milik daerah. Hal itu
juga sebagaimana Peratu-
ran Dalam Negeri (Per-
mendagri) No 7btahun
2024. Maka dari itu, ran-
cangan peraturan daerah
ini dimaksudkan sebagai
upaya untuk mengaman-
kan barang milik daerah
dan memberikan jaminan
kepastian dalam pengelo-
laan barang milik daerah.
“Inilah beberapa makna
yang dapat kami sampai-
kan, kami harapkan tidak
mengurangi makna dari
nota penjelasan ini.terima
kasih atas segala perhatian
semoga Allah SWT senan-
tiasa memberikan bimbi-
ngan dan petunjuk kepa-
da kita sekalian dalam
melaksanakan tugas dan
pengabdian di masa-
masa yang akan datang,”
pungkasnya. (kholis)

BIDIK NASIONAL EDISI 887/10-20 FEBRUARI 2026

Bupati Sumenep Hadiri Rakornas

Pemerintah Pusat dan Daerah di Bogor

Bupati Sumenep Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo.

berkelanjutan

kesejahteraan rakyat.

tegas Presiden Prabowo.

Barat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi membuka
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026
di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor. (2/2/2026).

Dalam kehadiran bupati dan Wabup tersebut menjadi momentum untuk
kemajuan Pemerintah Sumenep bahwa selalu siap menjalankan kebijakan
strategis nasional yaitu program presiden Republik Indonsia (Prabowo Subianto)

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sumenep Achmad
Dzulkarnain, mengharap se energi antara lembaga eksekutif, legislatif, tokoh
masyarakarat ikut mendukung mengsukseskan program Pemerintah pusat
yang dititik beratkan kepada Pemerintah Daerah. Semoga program tersebut
menjadi fondasi yang kokoh berjalan efektif serta menciptakan kondisi daerah
yang kondusif. Dengan kata lain bisa mendorong perluasan penciptaan pengrajin
kota keris sehingga meluas kepada Daerah -Daerah lain atau bisa ke manca
negara lain. Dalam artian komitmen pemerintah dalam memperkuat sinergi,
kolaborasi, dan soliditas nasional demi percepatan pembangunan Indonesia yang

Rakornas berlangsung khidmat namun sarat energi kebangsaan. Suasana aula
SICC membara saat Presiden Prabowo memasuki ruang pertemuan diiringi lagu
“Maju Tak Gentar”, dilanjutkan dengan Indonesia Raya yang menggema dan
menegaskan semangat persatuan nasional. Nuansa kebangsaan semakin
menguat ketika video inspiratif bertajuk “Indonesia Berdikari” ditayangkan,
menampilkan capaian, strategi, serta arah kebijakan pemerintah dalam
mendorong pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam sambutan Presiden Prabowo menegaskan bahwa persatuan lintas
golongan serta koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah
merupakan kunci utama menjaga kedaulatan bangsa sekaligus mewujudkan

Kita boleh berbeda golongan, tetapi harus bersatu dalam mempertahankan
kemerdekaan bangsa Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, mulai
dari pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur yang merata,”

Arahan Presiden tersebut disambut serius oleh Pemerintah Kabupaten Sume-
nep. Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan kesiapan dae-
rahnya untuk menindaklanjuti kebijakan pusat secara konkret dan terukur. (yus)

SUMENEP, BN -
Bupati Sumenep Dr. H.
Achmad Fauzi Wongso-
judo dan Wakil Bupati
Sumenep KH Imam
Hasyim ,MH. mengha-
diri rapat Koordinasi
Nasional (Rakornas)
antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah
anggaran tahun ini
(2026) di Sentul Interna-
tional Convention Cen-
tre (SICC), Bogor, Jawa

Ribuan Buruh Tani dan Rokok Gelar Demo,
Bawa § Tuntutan Ke Kantor Bupati Pamekasan

2/2026).

Bupati Pamekasan
Kholilurrachamn ketika
menerima demo buruh.

PAMEKASAN, BN - Ribuan masyarakat yang
mengatasnamakan Forum Petani Tembakau dan
Buruh Pabrik Lokal Madura (FPBM) melakukan aksi
demonstrasi di kantor Bupati Pamekasan, Selasa (10/

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyam-
paian aspirasi petani tembakau dan buruh pabrik
rokok lokal Madura terhadap kebijakan pemerintah
dan aktivitas sejumlah lembaga yang dinilai
meresahkan terhadap aktifitas mereka.

Dalam aksi tersebut, mereka ditemui Bupati dan
Wakil Bupati Pamekasan, Kapolres Pamekasan, dan
pihak dari Bea Cukai Madura. Dalam orasinya, salah
satu orator aksi,Halili menyampaikan bahwa, sebagai
representasi petani, buruh, dan pelaku ekonomi
rakyat, pihaknya menyatakan sikap tegas terhadap
berbagai praktik aktivitas oknum kelembagaan Lem-
baga Swadaya Masyarakat (LSM) yang meresahkan
terhadap aktifitas mereka. (kholis)

Peringati HPN 2026 Waka Polresta Banyuwang;

—

Wakapolresta Banyuwangi AKBP Teguh Priyo Wasono, S.LK.,
saat ngopi bareng dengan Insan Pers. (ist)

gopi Bareng dengan Insan Pers

BANYUWANGI,
BN - Polresta Banyuwa-
ngi menggelar tasyakuran
dan silaturahmi dalam
rangka peringatan Hari
Pers Nasional (HPN) Ta-
hun 2026 dengan konsep
ngopi bareng bersama
insan pers, bertempat di
Hotel Aston Banyuwangi.
Senin (9/2/2026)

Kegiatan ini mengu-

sung tema nasional “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, sebagai komitmen
bersama memperkuat kemitraan strategis antara Polri dan media.

Suasana hangat dan penuh keakraban terasa sejak awal kegiatan. Jajaran Polresta
Banyuwangi duduk bersama para pimpinan organisasi pers, pimpinan redaksi, dan
wartawan dari berbagai platform media, berdiskusi santai namun sarat makna me-
ngenai peran pers di era digital serta kontribusinya dalam menjaga stabilitas daerah.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolresta Banyuwangi AKBP Teguh Priyo
Wasono, S.LK., didampingi Pejabat Utama (PJU) Polresta Banyuwangi. Turut hadir
Kepala Dinas Kominfo Banyuwangi Ibu Dini, sebagai perwakilan Pemerintah

Kabupaten Banyuwangi.

Sejumlah tokoh pers Banyuwangi tampak hadir, di antaranya Ketua PWI Budi
Wiriyanto, Ketua IJTI Samsul Arifin, Rumah Kebangsaan Hakim Said, Ketua Seblang
Erwin, serta pimpinan berbagai organisasi media lainnya, termasuk Ketua FRN, ,
IWB, IWOI, PW MO], KJJT, SMSI, dan Ganesha. Ratusan insan pers memenuhi

ruangan Hall Aston Banyuwangi.

Dalam sambutannya, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Dr. Rofiq Ripto
Himawan, S1K,,S.H., M.H., yang diwakili Wakapolresta Banyuwangi AKBP Teguh
Priyo Wasono, S.LK. menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada insan pers
atas peran dan kontribusinya dalam mendukung tugas-tugas kepolisian, khususnya
dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). “Selamat
Hari Pers Nasional 2026 kepada seluruh rekan-rekan media. Kami berharap pers di
Banyuwangi terus menjadi pers yang sehat, yakni pers yang menyajikan informasi
akurat, berimbang, edukatif, dan tidak provokatif,” ujar AKBP Teguh. (Dj/Ydh)
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Keluarga Besar

DPRD KABUPATEN PAMEKASAN

Mengucapkan

¢ Selamar Hare Pervs Hasional [akun 2026 i

“Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat

Ketua

ALI MASYKUR

Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua

ISMAIL, SHI. MOH. KHOMARUL WAHYUDI, SH. KHAIRUL UMAM, SH.

Keluarga Besar

2. PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

Mengucapkan

| Setamat Fan: Povs Wasional Takun 2006 =::

“Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat

Bupati Pamekasan Wakil Bupati Pamekasan
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Tandatangani SPJ Meski Pekerjaan Fisik Belum

Rampung, Tata Kelola Desa Purwajaya Disorot
E =

Kegiatan Musdes Desa Purwajaya, Kecamatan Purwadadi,
Kabupaten Ciamis. (asep)

CIAMIS, BN - Peneta-
pan dan pengesahan Ren-
cana Kerja Pemerintah
Desa (RKPDes) Tahun Ang-
garan 2026 Desa Purwa-
jaya, Kecamatan Purwa-
dadi, Kabupaten Ciamis,
justru menyingkap per-
soalan serius terkait tata
kelola keuangan desa pa-
da tahun anggaran sebe-
lumnya.

Kegiatan yang dihadiri
9 anggota BPD, unsur
LPM, RT/RW, serta tokoh
masyarakat dengan total
sekitar 45 peserta tersebut,
merupakan tindak lanjut
dari hasil Musyawarah
Dusun (Musdus). Namun,
Kepala Desa Purwajaya,

Haji Sanenudin, terpantau
absen dalam agenda stra-
tegis ini karena dikabar-
kan tengah menjalani pe-
meriksaan oleh Inspekto-
rat Kabupaten Ciamis.
Usai kegiatan, Ketua
BPD Desa Purwajaya,
Miswanto, memberikan
pengakuan mengejutkan
terkait pengerjaan fisik
tahun anggaran 2025. Ia
membenarkan bahwa
Surat Pertanggungjawa-
ban (SPJ) telah ditandata-
ngani meskipun pekerjaan
di lapangan belum sepe-
nuhnya selesai.
Miswanto berdalih
langkah tersebut diambil
demi kelancaran siklus

anggaran. Menurutnya,
jika SPJ tidak segera di-
tandatangani, dikhawatir-
kan pencairan anggaran
tahap berikutnya akan
terhambat. Ia mengakui
adanya ketidaksesuaian
antara dokumen adminis-
trasi dengan kondisi riil di
lapangan. “Penandata-
nganan SPJ dilakukan
agar anggaran berikutnya
tetap dapat turun,” ujar
Miswanto saat dikonfir-
masi awak media.

Di sisi lain, sumber BN
menegaskan, penyajian
data yang tidak sesuai
fakta ini memicu sorotan
tajam. Secara normatif,
Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa
serta Permendagri Nomor
20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan
Desa mewajibkan setiap
dokumen pertanggung-
jawaban disusun berda-
sarkan fakta pekerjaan
yang sebenarnya.

Alasan percepatan
pencairan dana masih
kata sumber itu, tidak da-
pat dibenarkan secara hu-
kum untuk melegalkan
dokumen yang tidak aku-

rat. Hal ini mengindika-
sikan adanya kelemahan
pada fungsi pengawasan
BPD serta tanggung jawab
eksekutif pemerintah desa
dalam mengelola dana
publik.

Dikatakan, kasus ini
kini menjadi ujian bagi
transparansi dan akunta-
bilitas Desa Purwajaya di
tengah proses perenca-
naan RKPDes 2026.

Mewakili masyarakat
sebut sumber itu, ia berha-
rap adanya pembenahan
nyata agar administrasi
desa tidak sekadar forma-
litas, melainkan benar-
benar mencerminkan in-
tegritas tata kelola ke-
uangan negara. Hingga
berita ini diturunkan,
Kepala Desa Purwajaya,
Haji Sanenudin, belum
dapat dimintai keterangan.
Upaya konfirmasi yang
dilakukan bidiknasional.com
belum membuahkan hasil
lantaran yang bersangku-
tan dikabarkan masih fo-
kus menghadapi pemerik-
saan tim Inspektorat Kab
Ciamis.

(Asep Sujana)

Laskar Bahurekso Sakti Bongkar Dugaan Kejanggalan

BATANG, BN -
Lembaga Laskar
Bahurekso Sakti secara
tegas menyoroti
dugaan kejanggalan
dalam pengelolaan
Pabrik Es Batu yang
berlokasi di kawasan
Pantai Sigandu, Desa
Klidang Lor, Keca-
matan Batang. Pabrik
tersebut diketahui
dikelola oleh Koperasi
Serba Usaha (KSU)
Batang Cemerlang dan berdiri di atas aset tanah milik
Pemerintah Kabupaten Batang. Sorotan utama
mencakup persoalan legalitas perizinan, pemanfaatan
aset daerah, serta kejelasan kerja sama dan mekanisme
bagi hasil yang dinilai tidak transparan.

Ketua Umum Laskar Bahurekso Sakti, Kiswandi,
mengungkapkan bahwa temuan tersebut muncul
setelah pihaknya melakukan serangkaian klarifikasi ke
sejumlah instansi terkait. Namun, alih-alih memperoleh
kejelasan, justru ditemukan adanya saling lempar
tanggungjawab antar pihak. “Dari hasil klarifikasi yang
kami lakukan, tidak ada satu pun instansi yang secara
tegas menyatakan bertanggung jawab atas perizinan,
aset, dan mekanisme bagi hasil pengelolaan pabrik es
tersebut,” ujar Kiswandi.

Klarifikasi awal dilakukan kepada pihak KSU
Batang Cemerlang. Dalam keterangannya, Hakim
selaku penanggung jawab KSU Batang Cemerlang
menyampaikan bahwa seluruh urusan perizinan dan
mekanisme bagi hasil dengan Pemerintah Kabupaten
Batang telah diserahkan kepada Dinas Perindustrian,
Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kabu-
paten Batang.

Namun, pernyataan tersebut justru bertolak
belakang dengan hasil konfirmasi di lapangan. Pada 9
Februari 2026, Laskar Bahurekso Sakti mendatangi
langsung Disperindagkop Kabupaten Batang. Kepala
Bidang Koperasi Disperindagkop menyatakan tidak
mengetahui adanya pengelolaan perizinan maupun
skema bagi hasil sebagaimana dimaksud.

Disperindagkop menegaskan bahwa kewena-
ngannya hanya terbatas pada pembinaan dan penga-
wasan koperasi. Sementara urusan aset daerah serta
keuangan dan bagi hasil berada di bawah kewenangan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Kabupaten Batang.

Menindaklanjuti hal tersebut, Laskar Bahurekso
Sakti kemudian melakukan klarifikasi ke BPKAD
Kabupaten Batang. Dari pertemuan tersebut, BPKAD
mengakui telah menerima pengajuan perpanjangan
sewa lahan dari KSU Batang Cemerlang. Namun
setelah dilakukan penilaian (appraisal), pengajuan
tersebut dinyatakan tidak dapat diproses karena
dokumen yang diajukan belum lengkap.

Ironisnya, meski perjanjian sewa lahan seluas 13.289
meter persegi dengan Nomor Surat 551/0521/2006
telah berakhir pada Oktober 2024 dan belum diper-
panjang secara sah, Pabrik Es Batu tersebut diketahui
masih tetap beroperasi hingga saat ini.

“Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius. Di
atas aset milik daerah yang masa sewanya sudah
berakhir dan belum diperpanjang secara legal, kegiatan
usaha tetap berjalan tanpa kejelasan dasar hukum,”
tegas Kiswandi.

Selain persoalan sewa aset, Laskar Bahurekso Sakti
juga menyoroti mekanisme kerja sama bagi hasil
dengan Pemerintah Kabupaten Batang. Dalam
perjanjian kerja sama disebutkan adanya penyertaan
modal pemerintah daerah sebesar Rp350 juta dengan
kewajiban bagi hasil sebesar 15 persen. Namun, BPKAD

Pengelolaan Pabrik Es Batu Sigandu

Pabrik Es Batu yang berlokasi di kawasan Pantai Sigandu,
Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang. (Dikin)

Kabupaten Batang
mengaku tidak menge-
tahui  keberadaan
maupun alur setoran
bagi hasil 15 persen
tersebut.

BPKAD  hanya
mencatat adanya pem-
bagian dalam bentuk
dividen saham, bukan
skema bagi hasil seba-
gaimana yang diklaim
telah disetorkan setiap
tahun oleh pihak KSU
Batang Cemerlang. Hal ini semakin memperkuat
dugaan adanya ketidakterbukaan dalam pengelolaan
keuangan dan kerja sama antara koperasi dan
pemerintah daerah.

“Jika benar bagi hasil 15 persen itu rutin disetorkan
setiap tahun, seharusnya tercatat secara resmi di
BPKAD sebagai pengelola keuangan daerah. Perta-
nyaannya, ke mana aliran dana tersebut selama ini?”
ujar Kiswandi.

Atas berbagai temuan tersebut, Laskar Bahurekso
Sakti mendesak Pemerintah Kabupaten Batang untuk
segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap
operasional Pabrik Es Batu KSU Batang Cemerlang.
Evaluasi dinilai penting guna mencegah potensi
kerugian keuangan daerah serta memastikan penge-
lolaan aset daerah berjalan sesuai ketentuan hukum.

Kiswandi menegaskan, apabila tidak ada kejelasan
terkait perizinan, sewa aset, dan mekanisme bagi hasil
yang disampaikan secara terbuka kepada publik,
pihaknya tidak menutup kemungkinan akan
menempuh langkah lanjutan sesuai ketentuan hukum
yang berlaku.

“Kami tidak ingin aset daerah dikelola tanpa
kepastian hukum dan tanpa kejelasan manfaat bagi
daerah. Transparansi adalah kunci, dan Pemkab Batang
harus hadir untuk menjawab persoalan ini secara terang
benderang,” pungkasnya.

Sementara itu, Manajer KSU Batang Cemerlang,
Hakim, memberikan klarifikasi saat ditemui di lokasi
pabrik. Ia menegaskan bahwa dirinya hanya bertang-
gung jawab pada aspek operasional produksi dan
pemasaran serta berstatus sebagai karyawan koperasi.
“Untuk perizinan koperasi semuanya sudah ada dan
sesuai OSS. Tidak ada alih fungsi usaha. KSU Batang
Cemerlang bergerak di bidang pabrik es balok,”
ujarnya.

Hakim menambahkan bahwa urusan administrasi
kelembagaan, termasuk Rapat Anggota Tahunan (RAT)
dan pelaporan ke dinas, sepenuhnya menjadi tanggung
jawab pengurus koperasi.”RAT ada, laporan ke dinas
juga ada. Jika membutuhkan data lebih lengkap, silakan
langsung ke dinas terkait,” katanya.

Terkait penggunaan air tanah, Hakim menyebutkan
bahwa pengambilan air dilakukan melalui pengeboran
dan telah mengantongi izin resmi. la juga menjelaskan
bahwa lahan pabrik merupakan lahan sewa yang
berada di bawah kewenangan Dinas Kelautan dan
Perikanan.

“Saya mulai bekerja di sini tahun 2012, dan pabrik
sudah beroperasi sejak 2007. Soal perpanjangan sewa
lahan sudah diajukan sejak tahun lalu dan masih dalam
proses. Selama belum ada keputusan resmi, kegiatan
produksi tetap berjalan,” jelasnya.

Mengenai bagi hasil 15 persen untuk Pemerintah
Kabupaten Batang, Hakim menegaskan bahwa
pembagian tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian
kerja sama atau MoU yang telah disepakati sejak 2006.
“Setelah RAT, ada SHU dan pembagian sesuai MoU.
Setoran itu masuk ke Pemkab melalui BPKAD,”
pungkasnya. (Dikin)

GNPK RI Soroti Peredaran

Rokok Ilegal di Pekalongan

PEKALONGAN, BN -
Gerakan Nasional Pen-
cegahan Korupsi Republik
Indonesia (GNPK RI) Pe-
kalongan Raya menyoroti
tajam darurat peredaran
rokok ilegal tanpa pita
cukai di wilayah Kota Pe-
kalongan. Praktik ini dini-
lai bukan sekadar pelang-
garan administratif, me-
lainkan ancaman serius
yang berpotensi merugi-

Rokok ilegal yang ditemukan GNPK RI Pekalongan Raya.

kan pendapatan negara dalam skala besar.

Ketua GNPK RI Pekalongan Raya, Zaenuri, menegaskan bahwa peredaran
rokok bodong merupakan pelanggaran nyata terhadap Undang-Undang Nomor
39 Tahun 2007 tentang Cukai. la mendesak agar pola penindakan yang selama
ini dilakukan dievaluasi total.

“Negara dirugikan, dan masyarakat juga dirugikan karena barang yang
beredar tidak melalui pengawasan resmi. Jika penindakan hanya berakhir pada
sanksi denda dan setelah itu aktivitas penjualan tetap berjalan, maka efektivitas
penegakan hukumnya patut dipertanyakan,” tegas Zaenuri saat memberikan
keterangan kepada awak media.

Penelusuran GNPK RI mengindikasikan adanya celah yang dimanfaatkan
oknum pedagang untuk terus beroperasi meski telah terkena razia. Zaenuri
meyakini bahwa peredaran ini tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan
jaringan distribusi yang terorganisir.”Ini bukan pelanggaran kecil. Biasanya ada
jaringan besar di belakangnya. Aparat perlu menelusuri sampai ke hulunya,
jangan hanya menyasar pengecer di tingkat bawah,” tambahnya.

Sorotan GNPK RI ini sejalan dengan pengakuan Kepala Bidang Penegakan
Perda (Gakda) Satpol PP Kota Pekalongan, Agung Jaya. Meski rutin menggelar
operasi bersama Bea Cukai menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau (DBHCHT), ia mengakui para pelaku kerap bermain “kucing-
kucingan”.

“Peredarannya sulit dilacak karena sumber pabriknya berada di luar wilayah.
Kami pun mengakui, kalau hanya denda, dampak efek jeranya memang belum
terasa signifikan,” ujar Agung.

Dalam operasi terbaru di kawasan Pringlangu dan Jalan Hos Cokroaminoto,
petugas mengamankan sejumlah barang bukti yang kemudian diserahkan ke
Bea Cukai Semarang. Namun, sesuai regulasi, jika pelaku telah membayar denda
administrasi sebesar tiga kali nilai cukai, maka unsur pidana biasanya tidak
dilanjutkan.

Guna memutus rantai peredaran, GNPK RI mengimbau masyarakat untuk
lebih proaktif mengenali ciri-ciri rokok ilegal tidak memiliki pita cukai (polos),
menggunakan pita cukai palsu atau bekas dan ita cukai tidak sesuai peruntukan
(salah personalisasi). “Kami mengajak masyarakat untuk tidak membeli rokok
ilegal dan segera melapor jika menemukan indikasi peredaran dilingkungannya.
Pengawasan publik adalah kunci utama pencegahan korupsi di sektor
pendapatan negara ini,” pungkas Zaenuri. (Dikin)

embatan Ganfung Penghubung Sidaharja-Bantardawa
Terancam Putus Warga Minta BBWS Citanduy Bertindak

CIAMIS, BN - Akses utama
berupa jembatan gantung yang
menghubungkan Desa Sidaharja,
Kecamatan Pamarican, dengan Desa
Bantardawa yang berada di kecama-
tan purwadadi di Kabupaten Cia-
mis, kini berada dalam kondisi kritis.

Struktur Jembatan tersebut
terancam akibat abrasi tebing Sungai
Ciseel dengan cuaca intensitas hujan
yang sangat tinggi yang terus terjadi
di wilayah Priangan timur.

Jembatan gantung ini merupa-
kan jalur vital bagi aktivitas masyarakat antar desa. Selain menjadi penghubung
sosial, jembatan tersebut juga menjadi urat nadi perekonomian warga, terutama
bagi para pedagang yang setiap hari melintas menggunakan kendaraan roda 2 dan
roda 4.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius bagi masyarakat, mengingat
potensi untuk terjadinya bencana alam khususnya di sungai ciseel sangat tinggi.

Salah seorang perangkat Desa Sidaharja, Bpk salim, menyampaikan
kekhawatirannya jika abrasi tersebut tidak segera ditangani. “Tidak bisa
dibayangkan seandainya jembatan gantung ini roboh akibat abrasi. Akses utama
penghubung dua desa bisa mati total dan roda perekonomian masyarakat akan
tersendat,” ujar salim.

“Kalau jembatan ini putus, warga terpaksa harus memutar jauh ke Banjarsari
untuk menuju Pasar Ciawitali Purwadadi atau ke Lakbok. Itu jelas menambah biaya
dan waktu,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Desa Sidaharja, Haris munandar, meminta untuk segera
di tinjau dan penanganan dari pihak BBWS citanduy yang berwenang di sungai
ciseel mengingat jembatan gantung tersebut merupakan akses utama dan sangat
vital bagi masyarakat desa sidaharja dan desa sekitarnya. (Asep Sujana)

Tanggul Sungai Citalahap Jebol, 25 Hektare
Sawah di Sukahurip Tetendam Banjir

CIAMIS, BN - Luap-
an Sungai Citalahap me-
nyebabkan tanggul jebol
di wilayah Dusun Ker-
tajaya RT 25 RW 11, Desa
Sukahurip, Kecamatan
Pamarican, Kabupaten
Ciamis, pada Senin 9-2 /
2026 dini hari sekitar
pukul 04.00 WIB. Akibat
kejadian tersebut, sekitar
25 hektare lahan persa-
wahan milik warga teren-
dam air dan lumpur, se-
hingga berdampak serius

L3

Petugas sedang mengecek jembatan Penghubung Sidaharja-
Bantardawa yang terancam putus. (asep sujana)

Tanggul Sungai Citalahap terlihat Jebol. (asep sujana)

terhadap hasil pertanian.

Kepala Desa Sukahurip, Turiman, mengatakan luapan air terjadi secara tiba-
tiba sehingga warga tidak sempat menyelamatkan hasil panen. Padi yang siap panen
rusak terendam, sementara padi yang sudah dipanen namun belum sempat diangkut
ikut hanyut dan tercecer terbawa arus sungai.

“Air masuk dengan cepat ke sawah warga. Banyak padi siap panen rusak, dan

B Bersambung ke hal.11 kol.5



KABUPATEN SIDOARJO
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(Sekda) Sidoarjo, Fenny Apridawati pasca buka CFD. (Ist)

SIDOAR]JO, BN - Euforia Hari Jadi
Kabupaten Sidoarjo ke-167 yang diperingati
pada 31 Januari lalu menghadirkan momen
istimewa bagi masyarakat. Salah satu yang
paling menyita perhatian adalah digelarnya
Car Free Day (CFD) di kawasan sekitar Alun-
alun Sidoarjo.

Kegiatan tersebut menjadi CFD pertama
yang dikemas secara besar dan meriah di
pusat kota. Antusiasme warga terlihat sejak
pagi hari dengan memadati area kegiatan.

Meski CFD pernah digelar sebelumnya di
kawasan tersebut, pelaksanaan kali ini dinilai
jauh lebih tertata dan semarak. Skala kegiatan
dan jumlah pengunjung meningkat signi-
fikan.

Berdasarkan data pantauan CCTV, jumlah
pengunjung mencapai lebih dari 18 ribu or-
ang. Angka tersebut menunjukkan tingginya
minat masyarakat terhadap kegiatan ruang
publik tanpa kendaraan bermotor.

HARJASDA KE-167

CFD Perdana di Momen Harjasda
ke-167 Sidoarjo, Dihadiri 18 Ribu Pengunjung

Menurut Se-
kretaris Daerah
(Sekda) Sido-
arjo, Fenny
Apridawati,
saat melakukan
Pembukaan di
depan Monu-
men Jayandaru,
Alun-alun
Sidoarjo.

Ia menyam-
paikan bahwa
pelaksanaan
CFD merupa-
kan komitmen
Bupati dan Wa-
kil Bupati Si-
doarjo. Tuju-
annya untuk
meningkatkan indeks kualitas lingkungan
hidup di daerah.

Kegiatan yang digelar setiap hari Minggu
itu diharapkan menjadi ruang bagi masya-
rakat untuk berolahraga. Selain itu juga men-
dorong pola hidup sehat.

“Ini bentuk komitmen pimpinan daerah
untuk memberikan ruang kepada masyara-
kat agar indeks kualitas lingkungan hidup
Kabupaten Sidoarjo lebih baik. Supaya kita
semua sehat dengan aktivitas pagiseperti senam,”
ujarnya, dalam sambutan pembukaan.

Fenny juga mengingatkan pentingnya
menjaga kebersihan selama pelaksanaan
CFD. la menekankan bahwa keberhasilan
kegiatan sangat bergantung pada kedisipli-
nan masyarakat.

la meminta para pengunjung tidak mem-
buang sampah sembarangan. Kesadaran
kolektif dinilai menjadi kunci keberlanjutan
program tersebut.

Menurutnya, tidak menutup kemungki-
nan area CFD akan diperluas. Namun hal itu
bergantung pada kemampuan masyarakat
dalam menjaga ketertiban dan kebersihan
lingkungan.

“Saya berharap bapak ibu yang ikut Car
Free Day semuanya sehat, tetap menjaga
kebersihan, dan menjaga lingkungan,” tam-
bahnya.

Sementara itu, Asisten II Bidang Per-
ekonomian dan Pembangunan, Bahrul Amiq,
menyebut CFD sebagai bentuk relaksasi kota.
Terutama dari dampak pencemaran emisi
kendaraan bermotor.

“Kegiatan ini bisa memberi efek positif
bagi kualitas udara dan ruang sosial warga,
karena tidak dilalui kendaraan bermotor.
Perlu dikethui juga, CFD bisa menjadi titik
temu aktivitas olahraga dan ekonomi
kerakyatan,” terang Amiq.

Amig menilai, animo pelaku UMKM
dalam kegiatan itu terbilang sangat tinggi.
Banyak pedagang
mengaku memper-
oleh hasil penjualan
yang memuaskan.

Sebagian besar
pelaku UMKM yang
berjualan sudah me-
rupakan warga Sido-
arjo. Meski demikian,
masih ditemukan
sekitar 35 persen
pedagang berasal dari
luar daerah.

Ke depan, penye-
lenggara akan mela-
kukan pembenahan
dan penataan lebih
lanjut. Terutama ter-
kait zonasi dan pen-

dataan pedagang.

Dari sisi kebersihan, volume sampah yang
dihasilkan cukup besar. Dalam satu kali
pelaksanaan CFD, sampah yang terkumpul
mencapai sekitar empat truk.

Meski begitu, Pemkab Sidoarjo selaku
penyelenggara CFD merasa puas dengan
tingginya partisipasi masyarakat. Dampak
perputaran ekonomi lokal juga dinilai ikut
meningkat.

Diketahui, Sebelumnya Bupati Sidoarjo
Subandi telah memberikan izin pelaksanaan
CFD di kawasan Alun-alun. Izin tersebut
terbit setelah kajian bersama Dishub dan
Satpol PP.

Bupati menegaskan pedagang yang ber-
jualan harus merupakan warga Sidoarjo. la
juga menetapkan batas waktu kegiatan itu
hingga pukul 09.00 Wib.

“Agar tidak mengganggu aktivitas
umum, saya meminta Satpol PP aktif mem-
berikan imbauan pelaku UMKM di lapa-
ngan,” ungkap Bupati Sidoarjo, Subandi. (adv)

Lebih 500 UMKM Berjualan di CFD Sidoarjo
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Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan,

Bahrul Amig. (Foto: Teddy/BN)

berasal dari
hasil penda-
taan petugas
selama kegi-
atan berlang-
sung.

Ia menje-
laskan, se-
lain PKL ter-
daftar, ada
juga warga
sekitar lokasi
yang terlihat
membuka
lapak. Kon-
disi itu men-
jadi salah

SIDOARJO, BN -
Asisten II Bidang Per-
ekonomian dan Pemba-
ngunan, Bahrul Amig,
menyampaikan sejumlah
catatan terkait pelaksa-
naan Car Free Day (CFD)
pada 8 Februari 2026. Sa-

lah satunya mengenai jum-
lah pedagang kaki lima
(PKL) yang ikut berjualan
di lokasi kegiatan.
Menurut Amiq, jum-
lah PKL yang tercatat
mencapai lebih dari 500
pedagang. Data tersebut

satu perhatian panitia di
lapangan.

Beberapa warga meni-
lai pedagang dari luar wi-
layah justru diperboleh-
kan berjualan. Sementara
warga di sekitar kawasan
CFD juga ingin menda-

patkan kesempatan mem-
buka lapak.

“Tapi hal itu memang
kita maklumi, agar mere-
ka tidak merasa terdis-
kriminasi,” ujar Amig.
Panitia, kata dia, berupaya
menjaga rasa keadilan
bagi para pelaku usaha.

Ke depan, pihaknya
akan memberikan imbau-
an lebih tegas kepada
pelaku UMKM. Terutama
terkait penataan dan pe-
ngelolaan limbah selama
kegiatan CFD.

Limbah gorengan se-
perti minyak bekas di-
minta tidak dibuang ke
tanaman. Pembuangan
minyak sembarangan da-
pat merusak dan mema-
tikan tanaman di sekitar
area kegiatan.

Panitia juga melarang

penyebaran brosur pro-
mosi di area CFD. Sampah
kertas dari brosur dinilai
berpotensi berserakan dan
menambah volume sam-
pah.

Diakhir, Amiq men-
jelaskan terkait sampah
yang dihasilkan dalam
satu kali CFD bisa men-

capai empat dump truck.
Pada pelaksanaan CFD
pertama, total sampah
yang terkumpul tercatat
sekitar 4,7 ton.

Bupati Subandi men-
dukung terlaksananya

ekonomian UMKM Si-
doarjo.

“CFD baik untuk me-
ningkatkan pendapatan
pelaku UMKM. Namun
dengan catatan, para pen-
jual UMKM harus meru-

acara CFD tersebut. Me- pakan warga kita, warga Si-
nurutnya, CFD dapat doarjo,” ungkap Subandi.
meningkatkan taraf per- (adv)

T i
Suasana para pelaku UMKM di CFD Sidoarjo. (Ist)

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Budi Basuki, saat di CFD Sidoarjo.

SIDOARJO, BN — Panjang jalur Car Free Day (CFD) di
Kabupaten Sidoarjo tercatat mencapai sekitar 1,6 kilometer.
Total jalan yang digunakan dalam kegiatan tersebut mencapai
1.691 meter. Data dihimpun, bentangan jalur itu mampu
menampung lebih dari 500 pelaku UMKM. Area CFD bisa
berbagai aktifitas seperti olahraga, rekreasi warga, sekaligus

aktivitas ekonomi masyarakat.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo, Budi Ba-
suki, mengatakan pengukuran dilakukan pada pelaksanaan
CFD tanggal 8 Februari 2026. Seluruh ruas dihitung ber-
dasarkan jalan yang ditutup sementara. “Total panjang jalur
CFD yang digunakan mencapai sekitar 1,6 kilometer,” ujar

Budi Basuki.

nakan.

Ruas jalan yang digunakan meliputi
Jalan A. Yani - Yos Sudarso hingga Kombes
Pol sepanjang 712,35 meter. Jalur ini menjadi
segmen terpanjang dalam rangkaian CFD.

Selain itu, Jalan Cokronegoro (Pendopo)
sepanjang 188,53 meter dan Jalan Gubernur
Suryo sepanjang 180,84 meter. Kedua ruas
ini menjadi titik penghubung arus

pengunjung.

lain,” ungkap Bupati Subandi.

Kemudian Jalan Sultan Agung di depan
Dispora dan Kantor Pos sepan-

jang 164,49 meter. Ditambah Jalan
Sultan Agung dari depan Lapas
hingga depan DPRD sepanjang
190,63 meter. “Masih ditambah
Jalan Dr Soetomo samping Lapas
dan samping DPRD, sehingga totalnya 1.691,76
meter,” jelasnya.

Dishub Sidoarjo juga menyiapkan kantong
parkir darurat di sekitar alun-alun. Lahan milik
instansi pemerintah telah disiapkan untuk meng-
antisipasi lonjakan kendaraan saat CFD dilaksa-

“Kalau mengandalkan parkir yang ada seka-
rang, perkiraan belum cukup. Mangkanya kita
siapkan kerjasama kantong parkir dengan lahan
milik swasta,” kata Budi.

Sementara itu, Bupati Subandi pasca mengkaji
asas kebermanfaatan CFD itu terhadap masyarakat

!‘1

di kawasan sekitar Alun-alun Sidoarjo. Dalam
pandangannya, untuk perkembangan perekonomian
UMKM sangat menarik.

Namun dengan catatan, masyarakat Sidoarjo harus
mematuhi aturan-aturan yang telah dikaji oleh Dishub dan
Satpol PP. Terutama, ketertiban pelaksanaan CFD. “Pelaku
UMKM harus taat peraturan, termasuk maksimal berjalan
sampaijam 9 pagi. Agar tidak mengganggu pengguna jalan

(Teddy)

Warga memadati Alun-alun Sidoarjo saat Car Free Day (CFD).
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Komisi [V DPRD Kota Palembang Bergerak Cepat, L

PALEMBANG, BN
- Kasus keracunan
makanan yang menim-
pa siswa SMP Negeri
31 Palembang pada 30
Januari 2026 memicu
gelombang kemarahan
publik. Komisi IV
DPRD Kota Palembang
bergerak cepat dengan
menggelar rapat daru-
rat bersama pihak-
pihak terkait, Selasa (3/
2/2026), di ruang rapat
komisi IV.

Rapat ini dipimpin
langsung oleh Ketua DPRD Kota
Palembang, Ali Subri, dan mengha-
dirkanjajaran pejabat serta penyedia
Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang
menjadi sorotan.

Dalam rapat tersebut, hadir
Kepala Dinas Pendidikan Kota
Palembang Affan Mahali Prapanca,
Kepala SMPN 31, Kepala Dinas
Kesehatan Fenti Aprina, Kepala
Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi
(KPPG) wilayah Sumsel-Jambi
Nurya Hartika Sari, perwakilan
dapur SPPG, penyedia MBG, ahli
gizi, serta sejumlah pihak teknis
lainnya.

Ali Subri menegaskan, insiden
keracunan bukan akibat kelalaian
sekolah maupun OPD teknis,
melainkan kesalahan fatal dari

PeringatiHari Jadi Ke 22 0KU Timur, Pemkab Gelar Sriwijaya Open Race

d Bupati H. Lanosin : Kegiatan Ini Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata serta Pengembangan UMKM

OKU TIMUR, BN
- Dalam rangka
memperingati Hari
Jadi ke-22
Kabupaten Ogan
Komering Ulu
(OKU) Timur Tahun
2026, Pemerintah
Kabupaten OKU
Timur
menyelenggarakan
Sriwijaya Open Race
Bupati OKU Timur
Championship dan
Motor Exhibition
Tahun 2026, yang
digelar selama dua
hari, Sabtu-Minggu,
31 Januari hingga 1
Februari 2026.2.

KEGIATAN ini dipusatkan di Sirkuit Non Permanen
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten OKU Timur
dan menjadi salah satu rangkaian agenda peringatan hari
jadi daerah yang diikuti oleh ratusan pembalap dari

berbagai wilayah.

Bupati OKU Timur Ir. H. Lanosin, M.T., M.M. dalam

dapur SPPG penyedia MBG. “Roti
yang dibagikan sudah berjamur dan
melewati batas kadaluarsa. Ini tidak
bisa ditoleransi,” tegasnya.

Sekretaris Komisi IV, Syaiful
Padli, mengungkapkan, pengawa-
san dapur SPPG tidak berjalan
maksimal. Dari 170 dapur SPPG di
Palembang, 56 di antaranya belum
memiliki Sertifikat Laik Higiene
Sanitasi (SLHS). DPRD memberi
tenggat hingga 27 Februari 2026
untuk melengkapi sertifikat, jika
tidak maka dapur akan ditutup.

“Kami akan menonaktifkan da-
pur yang tidak memenubhi standar.
Ini langkah tegas demi keselamatan
siswa,” ujarnya.

Anggota Komisi IV, Andri
Adam, mengungkapkan fakta me-

ajang yang
sangat

bergengsi dan

S

31 Palembang,
(ist)

ngejutkan di lapangan. Label ka-
daluarsa pada roti yang seharusnya
1 Januari 2026 diganti menjadi 1
Februari 2026.

“Ini bukan kelalaian biasa,
melainkan indikasi kesengajaan.
Supplier mencetak dan menempel
tanggal baru padahal roti sudah
berjamur. Ini bukti kuat adanya niat
jahat,” tegasnya.

Kepala SMPN 31 menuturkan
bahwa kasus ini bukan yang per-
tama. Sebelumnya ditemukan buah
busuk, sayur tidak segar, nasi ber-
ulat, serta keterlambatan distribusi
MBG.

Bahkan pada 9 dan 23 Januari,
jumlah makanan yang dikirim
hanya 352 paket dari seharusnya
690. Pada 28 Januari, pihak sekolah

L

ucapan
terima kasih
kepada
Ikatan Motor
Indonesia
(IMI) yang
telah
memberikan
kepercayaan
kepada
Kabupaten
OKU Timur
sebagai tuan
rumah
penyeleng-
garaan
kejuaraan ini.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada IMI yang
telah mempercayakan OKU Timur sebagai tuan rumah.
Ini merupakan

Komisi IV DPRD Kota Palembang bergerak cepat dengan
menggelar rapat darurat bersama pihak-pihak terkait usut
Kasus keracunan makanan yang menimpa siswa SMP Negeri
Selasa (3/2/2026) di ruang rapat komisi IV.

juga menemukan nasi berulat, sayur
tidak segar, serta buah-buahan busuk.

Fakta ini memperkuat dugaan
bahwa penyedia MBG kerap me-
ngabaikan standar kesehatan.
DPRD Kota Palembang menegas-
kan, jika hasil pemeriksaan labora-
torium membuktikan adanya unsur
kesengajaan, kasus ini akan diproses
sesuai hukum, termasuk penerapan
Pasal 360 KUHP tentang kelalaian
yang menyebabkan orang sakit atau
luka. “Jika terbukti bersalah, harus
diproses secara pidana. Ini me-
nyangkut keselamatan anak-anak,”
tegas Ali Subri.

Kepala Dinas Pendidikan Kota
Palembang, Affan Prapanca, mene-
kankan pentingnya pengawasan
berlapis.

Usut Keracunan MBG Sejumlah Siswa SMPN 31 4

Ia meminta sekolah berani
menolak makanan yang tidak sesuai
standar kesehatan. Khusus di SMPN
31, jumlah guru yang bertugas me-
meriksa makanan akan ditambabh,
mengingat jumlah siswa mencapai
lebih dari seribu orang. “Kami ber-
harap kontrol seperti ini dilakukan
konsisten demi menjaga kesehatan
anak-anak penerima manfaat
MBG,” ujarnya.

Saat ini, laporan resmi dari pihak
sekolah masih menunggu hasil
pemeriksaan laboratorium terhadap
sampel makanan yang telah di-
amankan. Pemerintah Kota Palem-
bang berjanji akan menindaklanjuti
temuan ini dengan langkah hukum
dan administratif demi mencegah
kasus serupa terulang. (Adv/Leo/Yant)

T Ry TR

i".

Berbagaia momen kegiatan Sriwijaya Open Race Bupati OKU Timur Championship dan Motor Exhibition Tahun 2026, yang digelar selama dua hari, Sabtu-Minggu, 31 Januari hingga 1 Februari
2026 di dSirkuit Non Permanen Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten OKU Timur. Tampak Bupati Ir. H. Lanosin, M.T., M.M, hadir di tengah masyarakat memberi sambutan. (ist)

Kabupaten OKU Timur Nasrul, S.Pd., M.M. dalam
laporannya menyampaikan bahwa kejuaraan ini
mempertandingkan 25 kelas lomba. Hingga pelaksanaan
kegiatan, jumlah peserta yang telah terdaftar mencapai
322 pembalap di seluruh kelas yang dilombakan dan
masih berpotensi bertambah.

Disampaikan pula bahwa penyelenggaraan kejuaraan

lokal dan UMKM.

ini tidak hanya bertujuan sebagai ajang kompetisi
olahraga otomotif dan hiburan masyarakat, namun juga
diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap
sektor ekonomi daerah, khususnya bagi pelaku usaha

Melalui pelaksanaan Sriwijaya Open Race Bupati OKU
Timur Championship dan Motor Exhibition Tahun 2026,
Pemerintah Kabupaten OKU Timur berharap kegiatan
olahraga berskala besar dapat terus dikembangkan
sebagai sarana pembinaan prestasi sekaligus penggerak
roda perekonomian daerah.

(Adv/Nelis Sri Wahyuni)

sambutannya menyampaikan, apresiasi atas menjadi
terselenggaranya Sriwijaya Open Race sebagai event kebanggaan
berskala besar yang mampu menarik perhatian bagi daerah,” p—
masyarakat dan peserta dari luar daerah. Menurutnya, tambahnya.
kegiatan ini memiliki nilai strategis dalam mendorong Ketua
pertumbuhan ekonomi, pariwisata, serta pengembangan Pelaksana
UMKM di Kabupaten OKU Timur. kegiatan yang
“Dengan adanya kegiatan ini, mudah-mudahan dapat  juga Kepala
diiringi dengan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan Dinas
bidang UMKM. Insya Allah OKU Timur dapat maju lebih ~ Pemuda,
cepat dalam bingkai kemuliaan,” ujar Bupati. Olahraga dan
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan  Pariwisata
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Tahun Ini Dinas PU Kabupaten Beltim
Bangun 5 Proyek Jalan

Kepala DPUPRP2RKP Kabupaten
Beltim, Idwan Fikri. (ist)

MANGGAR, BN -
Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang, Perta-
nahan dan Perumahan
Rakyat dan Kawasan Per-
mukiman (DPUPRP2RKP)
Kabupaten Belitung Ti-
mur akan mengerjakan
lima proyek jalan pada
tahun 2026 ini. Dengan
total pembangunan jalan
sepanjang 3,3 kilometer,
proyek ini akan menelan
anggaran kurang lebih
Rp6,5 milyar.

Kepala DPUPRP2RKP
Kabupaten Belitung Ti-
mur (Beltim), Idwan Fikri
mengungkapkan lima
proyek jalan itu akan di-
kerjakan dua bidang ber-
beda, yakni Bidang Bina

Marga dan Bi-
dang Peruma-
han dan Kawa-
san Permuki-
man.

“Tiga proyek
jalan, yakni pe-
ningkatan dan
rehab maupun
pelebaran jalan
kabupaten di
bawah Bidang
Bina Marga. Se-
dangkan dua
lainnya, berupa
jalanlingkungan di bawah
Bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman,”
ungkap Idwan saat dite-
mui Diskominfo Beltim di
ruang kerjanya, Jum’at
(30/1/26) Sore.

Adapun Proyek Pe-
ningkatan dan Rehap
maupun Pelebaran Jalan
Kabupaten terdiri dari;
Rehab Jalan Kabupaten
ruas Desa Cendil - Sungai
Padang di Kecamatan
Kelapa Kampit sepanjang
568 meter dengan angga-
ran Rpl,1 milyar; dan
Pelebaran Jalan Selendang
di Kecamatan Kelapa
Kampit sepanjang 401
meter dengan anggaran
Rp1,1 milyar.

Proyek yang ketiga
yakni Pelebaran Jalan Ka-
bupaten Kelubi-Tanjung
Rawe di Kecamatan
Manggar sepanjang 836
meter dengan anggaran
Rp2,5 milyar. Proyek ini
dibiayai melalui Dana
Bagi Hasil Sawit.

“Untuk jalan lingku-
ngan yang pertama, di
dalam Kecamatan Mang-
gar sepanjang 927 meter,
anggarannya Rp1,1 mil-
yar. Sedangkan yang ke-
dua, di Kecamatan Kelapa
Kampit itu nilainya Rp746
juta, dengan panjang 592
meter,” ujar Idwan.

Selain proyek jalan,
DPUPRP2RKP Kabupa-
ten Beltim juga akan
membuat Drainase Irigasi
Tambak di Desa Gantung
Kecamatan Gantung. Pro-
yek irigasi sepanjang 460
meter ini akan menelan
biaya kurang lebih Rp1,5
milyar.

“Kegiatannya di Bi-
dang Sumber Daya Air,
jadi kita melestarikan
atau mendukung dari
tambak yang ada di ma-
syarakat Gantung. Tam-
bak air payau, jadi kita
buatkan irigasi tam-

baknya,” jelas Idwan.

Terbatasnya Anggaran,
Banyak Proyek Yang
Belum Bisa Berjalan

Kondisi keuangan
negara dan daerah yang
masih mengalami efisiensi
membuat banyak proyek
fisik pembangunan ter-
tunda. Bahkan
DPUPRP2RKP
Kabupaten Beltim hanya
menerima anggaran Rp36
milyar di tahun 2026 ini.

“Anggaran itu sudah
termasuk belanja pega-
wai. Kalau untuk proyek
fisik, pemeliharaan dan
lain-lain lebih kurang
lebih Rp17 miliar,” kata
Idwan.

Padahal DPUPRP2RKP
masih mempunyai ba-
nyak pekerjaan rumah
salah satunya rehab ru-
mah layak huni yang ma-
suk dalam program prio-
ritas Pemkab Beltim de-
ngan target 1.000 rumah.
Meski begitu, Idwan me-
nyatakan Bidang Peruma-
han dan Kawasan Permu-
kiman sudah mengang-
garkan rehab sebanyak
180 rumah di tahun 2026
ini. (diskominfobeltim/as)

BPRS Diminta Tingkatkan Inovasi Program,
Bupati Lambar: Harus Menyesuaikan Zaman

LAMPUNG BARAT,
BN - Bidik Nasional.-
Bupati Lampung Barat,
Parosil Mabsus meminta
jajaran Direksi Bank
Pembiayaan Rakyat Sya-
riah (BPRS) setempat
untuk lebih inovatif da-
lam merancang berbagai
program untuk menarik
minat nasabah.

Permintaan itu di-
sampaikan Bupati Lam-
pung Barat, Parosil Mab-

RAPAT UMUN PENEGANG SENN (RUPS)
L]
(T UMUM PEWEDARE SAHAN LENR 1005R RUPSS

s ——

Rapat Umum Pemegang Sahan Luar Biasa Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah (BPRS) Lampung Barat. (taufik)

sus saat menggelar Rapat umum pemegang saham
(RUPS) dengan BPRS di Dievha Cafe, Kecamatan
Sumber Jaya, Rabu 04 Februari 2026.

Seperti diketahui, PT. BPRS Lampung Barat
(Perseroda) adalah Bdan Usaha Milik Daerah
(BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Lampung
Barat yang didirikan pada 15 September 2015 lalu.

Menurut Parosil Mabsus, manajemen BPRS
Lampung Barat perlu membuat perencanaan pro-
gram, melalui inovasi-inovasi. Perencanaan harus
menyesuaikan dengan zaman, hal tersebut untuk
menarik minat para nasabah.

Dalam menyukseskan roda organisasi perusa-
haan, diperlukan peningkatan, pembaruan, serta
pelaksanaan program dengan cara yang modern,

Bupati Pinrang Tancap Gas Laksanakan Instruksi Presiden Prabowo

Bupati Pinrang H.A. Irwan Hamid, S.Sos (tengah). (ist)

PINRANG, BN- Me-
nindaklanjuti taklimat
Presiden Republik Indo-
nesia, Prabowo Subianto,
dalam Rapat Kerja Na-
sional beberapa waktu
lalu, Bupati Pinrang H.A.
Irwan Hamid, S.Sos me-
mimpin langsung rapat
koordinasi bersama jaja-
ran Pemerintah Kabupa-
ten Pinrang di Ruang
Rapat Bupati Pinrang,
Kamis (5/2/2026)

Dalam arahannya, Bu-
pati Irwan menyampai-
kan bahwa Presiden Pra-
bowo Subianto secara te-
gas menekankan penting-
nya kebersihan lingku-
ngan sebagai perhatian
serius pemerintah pusat
yang harus segera ditin-
daklanjuti oleh seluruh
pimpinan daerah, dengan

dukungan penuh dari
unsur Polri dan TNL
Bupati Irwan meng-
ungkapkan bahwa keber-
sihan dan penataan ling-
kungan bukan semata
persoalan estetika, namun
menyangkut kenyama-
nan, kesehatan, dan kua-
litas hidup masyarakat.
Olehnya itu, seluruh fa-
silitas umum diminta un-
tuk dikembalikan kepada
fungsi utamanya agar
tercipta lingkungan yang
bersih, tertib, dan asri.
Menindaklanjuti ins-
truksi Presiden tersebut,
Bupati Irwan meminta
seluruh perangkat daerah
dan camat untuk segera
melakukan langkah-
langkah strategis dalam
menertibkan berbagai hal
yang dinilai mengganggu

sehingga keberadaan
organisasi bisa terus
tumbuh dan berkem-
bang.

"Budaya masyarakat
kita saat ini sudah ber-
geser, jika dulu masya-
rakat mendengar Bank
sama seperti mendengar
rumabh sakit, sekarang ini
hampir semua orang bu-
tuh dengan Bank. Arti-
nya ke depan expansinya
BPRS ini harus kita

pikirkan bersama-sama," kata Parosil Mabsus.
"Sebagai kepala daerah sekaligus pemegang
saham mari kita ciptakan inovasi-inovasi baru yang
menarik. Kita harus bisa jemput bola, BPRS ini kan
lahir dari pemerintah yang notabanenya memiliki

ASN," sambungnya.

Namun justru dikatakan Parosil Mabsus sampai
dengan saat ini masih banyak ASN yang belum
mengetahui dan memahami keberadaan BPRS. Ke
depan ia meminta agar Direksi BPRS untuk lebih
peka lagi terhadap pendekatan kepada masyarak-
at. "Bila perlu disetiap kecamatan kita sediakan
pegawai BPRS untuk mempermudah nasabah,"

pungkasnya.

keindahan dan keteratu-
ran wilayah, khususnya di
ruang-ruang publik yang
digunakan masyarakat.

Namun demikian, Bu-
pati Irwan menegaskan
bahwa setiap upaya pe-
nertiban harus didahului
dengan sosialisasi yang
masif dan dilaksanakan
secara persuasif, agar
masyarakat memahami
tujuan kebijakan ini
sebagai upaya bersama
menciptakan lingkungan
yang lebih nyaman dan
sehat.

“Ini adalah penegasan
langsung dari Presiden
Republik Indonesia, bu-
kan hanya kepada kepala
daerah, tetapi juga kepada
jajaran Polri dan TNI.
Karena itu, pelaksanaan-
nya harus terkoordinasi
dan berorientasi pada
kepentingan masyarakat,”
tegas Bupati Irwan.

Sementara itu, Wakil
Bupati Pinrang Sudirman
Bungi, S.IP., M.Si menam-
bahkan bahwa dalam
setiap pelaksanaan pe-
nertiban, standar opera-
sional prosedur (SOP)
wajib dikedepankan serta
harus sesuai dengan ke-
tentuan peraturan per-

(Taufik)

undang-undangan yang
berlaku.

Wabup Sudirman juga
menekankan pentingnya
pendekatan humanis agar
penataan lingkungan
tidak menimbulkan ge-
jolak sosial, melainkan
membangun kesadaran
kolektif masyarakat akan
pentingnya menjaga
kebersihan bersama.

Lebih lanjut, sebagai
bagian dari upaya mem-
bangun budaya bersih
dari tingkat bawah, para
camat diminta untuk
kembali mengaktifkan
kegiatan gotong royong di
wilayah masing-masing.
Gotong royong dinilai se-
bagai kekuatan sosial yang
mampu membangun rasa
memiliki dan tanggung
jawab masyarakat ter-
hadap lingkungannya.

Melalui langkah ini,
Pemerintah Kabupaten
Pinrang berharap tercipta
lingkungan yang bersih,
tertata, dan nyaman, yang
pada akhirnya akan ber-
dampak positif terhadap
kesehatan masyarakat,
kualitas pelayanan publik,
serta citra daerah yang le-
bih baik dan berdaya sa-
ing. (*/sabir)

Direktur Perumda Air Minum WM Bone Bahtiar Sairing

Akan Bekerja Secara Maksimal Untuk Pelanggan.

BONE, BN - Pengamat air bersih
untuk wilayah Kabupaten Bone
mengharapkan ada tambahan sum-
ber mata air bersih untuk menopang
kelangsungan hidup pelanggan
PDAM Bone khususnya di wilayah
Perkotaan.

Ada sekitar 14 ribu pelanggan
PDAM Kabupaten Bone saat ini
mengalami kesulitan air bersih akibat
menurunnya debit air baku sehingga
pelanggan berharap untuk mencari
solusi supaya kita dapat menikmati
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Bahtiar Sairing, S.Sos.

dengan nyaman dan senang.

“ Direktur Perumda Air minum Wae Manurung Bone Bahtiar Sairing, S.Sos
akan bekerja secara maksimal untuk membenahi keluhan masyarakat pengguna
air PDAM,” ujarnya beberapa waktu lalu

Lanjut dikatakan Bahtiar Sairing, ini membutuhkan investasi untuk mengatasi
masalah krisis air bersih serta Pembenahan infrastruktur, seperti penggantian
pipa yang bocor, sangat penting untuk meningkatkan layanan dan stabilitas
pasokan air bersih dan semuanya akan lebih baik nantinya. (edy s)

Laksanakan Musrenbang Hybrid, Bupati Parosil
Tegaskan Akses Menu]u Lokasi Pendidikan Jadi Prioritas

LAMPUNG BARAT, BN -
Pemerintah Kabupaten Lam-
pung Barat melaksanakan Mu-
syawarah Perencanaan Pem-
bangunan (MUSRENBANG)
tingkat Kecamatan. Penyusu-
nan Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) kali ini dengan wajah
baru yakni mengadopsi konsep
Hybrid (penggabungan tatap
muka dan daring).

Kegiatan tahunan tersebut
diikuti 14 Kecamatan secara
Hybrid dan dipusatkan di Balai Pekon Karang Agung, Kecamatan Way Tenong,
Rabu (04/02/2026. Dibuka langsung oleh Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus
dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Sekretaris Daerah
(SEKDA) Nukman, Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan lapisan
masyarakat.

Bupati Lampung Barat mengakau pihaknya melakukan kegiatan Musrenbang
secara Hybrid adalah karena efisiensi anggaran dan efektivitas waktu, namun kendati
dilakukan secara Zoom Parosil Mabsus berharap tidak mengurangi esensi maupun
nilai manfaat dari setiap aspirasi yang diusulkan lapisan masyarakat.

“Pola ini diterapkan sebagai langkah efisiensi dan efektivitas anggaran serta
waktu, tanpa mengurangi esensi Musrenbang sebagai ruang penyerapan aspirasi
masyarakat,” kata Parosil Mabsus.

Parosil Mabsus meminta, meskipun dilakukan secara Hybrid namun seluruh
tahapan Musrenbang harus tetap mengacu pada petunjuk dan ketentuan yang
berlaku, termasuk rekapitulasi hasil Musrenbang yang telah dilakukan mulai dari
tingkat pekon hingga kecamatan.

“Apa yang diusulkan masyarakat dari tingkat pekon hingga kecamatan itulah
yang akan menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah,” kata Parosil Mabsu.

Dari banyaknya usulan prioritas tingkat Kecamatan, Infrastruktur menjadi
dominasi usulan warga. Parosil Mabsus berkomitmen ditahun 2027 infrastruktur
menuju lokasi pendidikan akan menjadi skala prioritas Pemerintah Daerah
Kabupaten Lampung Barat.

“Di Lampung Barat tidak boleh ada anak sekolah yang sulit aksesnya untuk
menuju sekolah. Jadi ke depan 2027 ruas-ruas jalan yang menuju tempat pendidikan
harus menjadi skala prioritas,” kata dia.

Parosil Mabsus juga menyoroti kondisi Pemerintah Daerah yang saat ini
mengalami efisiensi anggaran, ia mengajak kepada seluruh Perangkat Daerah agar
bersama-sama mencari peluang yang dapat menambah pendapatan daerah.

“Saya berharap, sekarang bagaimana caranya kita bersama-sama mencari
peluang apa yang bisa kita lakukan untuk menambah pendapatan daerah. Tidak
boleh lagi berpikir bagaimana cara menghabiskan anggaran, tetapi bagaimana
caranya kita mendapatkan anggaran dan dan menggali anggaran,” papar Parosil
Mabsus. (Taufik)

GAM Gelar Aksi di PN Makassar,
Tuntut Voms Bebas Aktivis

MAKASSAR, BN - Puluhan mahasiswa
yang tergabung dalam Gerakan Aktivis
Mahasiswa (GAM) menggelar aksi unjuk
rasa di depan Pengadilan Negeri Makassar,
Senin (2/2/2026).

Dalam Aksinya, Mahasiswa juga
membentangkan spanduk putih bertuliskan
“AKTIVIS BUKAN KRIMINAL, BEBAS-
KAN KAWAN KAMI” dan menyuarakan
sejumlah tuntutan di antaranya:

1. Mendesak PN Makassar Vonis Bebas
Aktivis Tertuduh Dalang Pembakaran
Gedung DPRD Provinsi.

2. Pulihkan Nama Baik Seluruh Aktivis
Mabhasiswa yang di Kriminalisasi.

Massa demonstran menggelar aksi
sebagai bentuk pengawalan terhadap proses
hukum. Hari ini dilangsungkan sidang
vonis yang akan dijalani oleh para aktivis
yang diduga sebagai dalang kerusuhan 29 Agustus di DPRD Provinsi.

Oleh sebab itu, Jenderal Lapangan, Akmal menegaskan bahwa sidang yang akan
dilalui aktivis menjadi ujian bagi peradilan, apakah berpihak pada keadilan atau
kepentingan politik.

“Hari ini, digelar sidang vonis yang akan dilalui oleh para aktivis. Mereka bukan
hanya datang sebagai terdakwa tetapi sebagai representasi suara rakyat yang
memperjuangkan esensi keadilan.” Tegasnya

“Tentunya, perkara ini merupakan ujian bagi nurani dan integritas lembaga
peradilan, apakah hukum tetap menjadi ruh keadilan di tengah masyarakat atau
justru tunduk pada kepentingan politik,.” lanjut Akmal

Di waktu yang sama, Panglima Terpilih GAM (Fajar Wasis) menegaskan bahwa
hakim perlu memberikan vonis bebas terhadap dara aktivis yang dikirminalisasi.
“Masyarakat berharap, hakim mampu melihat kasus ini bukan sekadar dokumen
dan dakwaan, melainkan membaca pesan kemanusiaan di baliknya, bahwa
kebenaran lah yang bersuara.” Jelasnya

Selang beberapa saat, pembacaan putusan dilaksanakan dan para aktivis dijatuhi
vonis pidana selama 6 bulan penjara dengan dikurangi masa tahanan yang telah
dijalani. (*/sabir)

Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus. (taufik)

Aktivis GAM ketika demo di depan PN
Makassar. (ist)
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Kinerja Kejarl Subang Dipertanyakan, Kasus

Gratifikasi Oknum Kasi Dinas Pertanian Mangkrak

=
. J

H. Jamali bersama awak media bidik Nasional.

awak media bidik Masional bersama ketua
kelompok tani Saradan Bpk, JAKA.

SUBANG, BN - Penanganan dugaan gratifikasi
sebesar Rp70 juta yang diduga melibatkan oknum
Kepala Seksi (Kasi) Dinas Pertanian Kabupaten
Subang berinisial S kembali menuai sorotan publik.
Hingga kini, belum ada kejelasan resmi terkait sta-
tus hukum perkara tersebut, meskipun telah muncul
pengakuan dari pihak yang diduga sebagai pemberi
uang.

Sejumlah pihak mempertanyakan kinerja
Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang, khususnya bidang
tindak pidana khusus (Pidsus), yang dinilai belum
memberikan penjelasan terbuka terkait tindak lanjut
dugaan gratifikasi dalam penyaluran bantuan alat
dan mesin pertanian (alsintan) jenis combine har-
vester tahun anggaran 2023.

Saat dikonfirmasi awak media Bidik Nasional
melalui pesan WhatsApp, Kepala Seksi Intelijen
Kejari Subang menyampaikan bahwa pihaknya akan
menanyakan kembali persoalan tersebut kepada Kasi
Pidsus Kejari Subang. “Saya akan tanyakan langsung
ke Pidsus nanti kalau sudah datang,” ujarnya singkat.

Pernyataan tersebut justru menambah tanda
tanya publik, mengingat perkara ini telah mencuat
ke ruang publik sejak beberapa waktu lalu dan bah-
kan disebut telah dilaporkan ke Komisi Pembe-
rantasan Korupsi (KPK) oleh Kepala Desa Kalen
Tambeo.

Pengakuan Pemberi dan Dugaan Alur Uang
Salah seorang warga sekaligus aktivis anti-korupsi
menilai bahwa dugaan gratifikasi dalam kasus ini
telah memiliki dasar awal yang cukup kuat. Hal
tersebut merujuk pada pengakuan JM, yang
menyatakan telah menyerahkan uang sebesar
Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) secara
langsung kepada oknum Kasi Dinas Pertanian
berinisial S.

Menurut pengakuan JM kepada awak media,
uang tersebut diserahkan dengan alasan untuk
kebutuhan kantor Dinas Pertanian, dan penyerahan
dilakukan dalam konteks pengurusan bantuan
alsintan. JM juga menyebut bahwa penyerahan
tersebut diketahui oleh seorang pejabat di Dinas
Pertanian bernama Nenden.

“Ini bukan isu tanpa dasar. Ada pengakuan
pemberi, ada nominal jelas, ada pihak yang disebut
menerima. Tinggal bagaimana aparat penegak
hukum membuktikan dan menyampaikannya secara
terbuka kepada publik,” ujar aktivis tersebut.

Desakan Transparansi dan Kepastian Hukum

Sumber yang sama menegaskan, apabila Kejari
Subang menilai perkara tersebut tidak memenuhi
unsur pidana atau dinyatakan kekurangan alat bukti,
maka seharusnya hal tersebut disampaikan secara
terbuka kepada publik melalui mekanisme hukum
yang berlaku.

“Kalau memang tidak cukup bukti, Kejari Subang
seharusnya menerbitkan dan mempublikasikan
Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), agar
tidak menimbulkan spekulasi dan kegaduhan di

masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi
kunci penting dalam menjaga kepercayaan publik
terhadap institusi penegak hukum, terlebih perkara
ini menyangkut dugaan penyalahgunaan jabatan dan
uang negara.

Tinjauan Regulasi Hukum Terbaru (Update 2026):
KKN dan Penyalahgunaan Wewenang

Seiring dengan berlakunya sejumlah pembaruan
regulasi hingga tahun 2026, penanganan perkara
dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
semakin diperketat.

1. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
(Berlaku Efektif 2026)

Dalam KUHP Nasional yang mulai berlaku
penuh pada 2026, terdapat penguatan norma terkait
penyalahgunaan jabatan oleh pejabat publik,
khususnya perbuatan yang dilakukan untuk
memperoleh keuntungan pribadi atau pihak lain
yang merugikan kepentingan umum.

2. UU Tipikor (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.
20 Tahun 2001)

Ketentuan mengenai gratifikasi tetap menjadi
rujukan utama, khususnya Pasal 12B dan 12C, yang
menyatakan:

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara dianggap suap apabila
berhubungan dengan jabatan dan berlawanan
dengan kewajiban atau tugasnya.

Beban pembuktian dapat beralih kepada
penerima gratifikasi untuk membuktikan bahwa
pemberian tersebut bukan suap.

3. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Relevan hingga 2026). Undang-
undang ini menegaskan larangan penyalahgunaan
wewenang, termasuk: Melampaui kewenangan,
Mencampuradukkan kewenangan, dan Bertindak
sewenang-wenang.

Pejabat yang terbukti menyalahgunakan
wewenang dapat dimintai pertanggungjawaban
administrasi, perdata, hingga pidana.

Prinsip Akuntabilitas dan Keterbukaan Publik,
Dalam konteks bantuan pemerintah, setiap proses
penyaluran wajib memenuhi prinsip transparansi,
akuntabilitas, dan bebas dari pungutan liar,
sebagaimana ditegaskan dalam berbagai peraturan
sektoral, termasuk Peraturan Menteri Pertanian
terkait alsintan.

Awak Media Bidik Nasional menegaskan bahwa
pemberitaan lanjutan ini merupakan bagian dari
fungsi kontrol sosial pers, untuk mendorong
transparansi, akuntabilitas, serta kepastian hukum.

Media tetap menjunjung tinggi asas praduga tak
bersalah, namun juga menilai bahwa kejelasan sikap
dan tindakan aparat penegak hukum menjadi hal
yang tidak bisa ditunda.

Perkembangan lebih lanjut terkait sikap resmi
Kejari Subang, KPK, maupun pihak-pihak terkait
akan terus dipantau dan diberitakan berdasarkan
fakta serta keterangan resmi. (M. Tohir/Tim)

Pemkab Pinrang Sokong
Program Sekolah Rakyat

PINRANG, BN - Pemerin-
tah Kabupaten Pinrang kembali
menegaskan komitmennya
dalam mendukung program
prioritas nasional sebagai
upaya berkelanjutan untuk
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

Setelah berperan aktif
dalam mendukung tercapainya
swasembada pangan nasional,
kali ini Kabupaten Pinrang
menunjukkan keseriusannya
dalam menyokong Program
Sekolah Rakyat, salah satu pro-
gram prioritas nasional yang
berfokus pada peningkatan
kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.

Komitmen ini disampaikan langsung oleh Bupati Pinrang H.A. Irwan Hamid,
S.Sos saat melakukan koordinasi di Kementerian Sosial Republik Indonesia,
Selasa (3/2/2026), guna menyampaikan usulan lahan yang direncanakan
menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pinrang.

Dalam penyampaiannya, Bupati Irwan mengungkapkan bahwa dukungan
terhadap Program Sekolah Rakyat sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah
Kabupaten Pinrang yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia
sebagai salah satu prioritas utama.

Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat nantinya diharapkan mampu
membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya bagi
anak-anak dari keluarga kurang mampu, sehingga dapat menciptakan
kesempatan yang lebih adil dalam memperoleh pendidikan yang layak.

“Melalui Sekolah Rakyat, kita berharap lahir generasi muda yang intelek,
adaptif terhadap perkembangan zaman, namun tetap menjunjung tinggi etika
dan akhlak yang baik. Ini merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan
masyarakat Pinrang,” ungkap Bupati Irwan.

Lebih lanjut, dirinya berharap program ini dapat segera terealisasi agar
manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam men-
dukung peningkatan kualitas pendidikan dan pembentukan karakter generasi
muda sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Pinrang, lanjut Bupati Irwan, siap bersinergi dengan
pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan agar Program Sekolah
Rakyat dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan
masyarakat di daerah. (*/sabir)

BPK RI Sulsel Audit LKPD
Kab Pinrang Tahun Anggaran 2025

PINRANG, BN- Pemerik-
saan terhadap Laporan Ke-
uangan Pemerintah Daerah
(LKPD) Kabupaten Pinrang
Tahun Anggaran 2025 resmi
dimulai oleh tim audit Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) Re-
publik Indonesia Perwakilan
Provinsi Sulawesi Selatan.

Bupati Pinrang H. A. Irwan
Hamid, S.Sos saat mengunjungi
tim audit yang tengah
melaksanakan tugasnya di
Kabupaten Pinrang, Kamis (5/2/2026) mengungkapkan harapannya agar proses
pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar dan tanpa kendala berarti.

Menurut Bupati Irwan, pemeriksaan LKPD bukan sekadar kewajiban adminis-
tratif, namun merupakan bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan
daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan
masyarakat.

Oleh karena itu, Bupati Irwan menegaskan kepada seluruh perangkat daerah
agar bersikap kooperatif, membantu tim audit, serta memenubhi setiap permintaan
data dan dokumen yang dibutuhkan.

Hal ini dinilai penting agar proses audit berjalan efektif dan hasilnya dapat
menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depan.
“Pengelolaan keuangan yang baik akan berdampak langsung pada kualitas
pembangunan dan pelayanan publik. Jika anggaran dikelola secara tertib dan tepat
sasaran, maka manfaatnya akan kembali dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Bupati
Irwan.

Sementara itu, Inspektur Daerah Kabupaten Pinrang A. Haswidy Rustam, SSTP,
M.Si mengungkapkan bahwa pihaknya telah membentuk tim pendamping guna
memudahkan kerja tim audit BPK selama proses pemeriksaan berlangsung.

Dirinya juga berharap seluruh perangkat daerah dapat bersinergi dan responsif
dalam memenubhi setiap permintaan tim audit, sehingga pemeriksaan dapat berjalan
lancar dan tepat waktu.

Melalui proses audit ini, Pemerintah Kabupaten Pinrang berharap dapat terus
meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, menjaga kepercayaan publik,
serta memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar dimanfaatkan sebesar-
besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Pinrang. (*/sabir)

y > v
Bupati Pinrang H.A. Irwan Hamid, S.Sos saat
melakukan koordinasi di Kementerian Sosial

Republik Indonesia. (ist)

Bupati Pinrang H. A. Irwan Hamid, S.Sos saat
mengunjungi tim audit yang tengah melaksanakan
tugasnya. (ist)

Mantan Bupati Soppeng Buka Resmi Maryam Kitchen,

Tawarkan Sensasi Kuliner Seafood

KABUPATEN
SOPPENG, BN - Kem-
bali menambah deretan
destinasi kuliner dengan
hadirnya Maryam Kit-
chen Soppeng by Mar-
yam Palace Hotel Sop-
peng yang resmi dibuka
pada Jumat, 7 Februari.
Kehadiran tempat makan
ini menawarkan
pengalaman kuliner baru
bagi masyarakat dengan
konsep menu andalan
seafood serta hidangan
khas yang menggugah
selera.

Maryam  Kitchen
menghadirkan pilihan
menu yang lengkap dan
variatif untuk berbagai
selera. Pada kategori sea-

food, pengunjung dapat
menikmati aneka olahan
seperti ikan laut bakar
dan goreng, cumi bakar
dan goreng, kerang,
udang, kepiting, hingga
cumi masak hitam. Pi-
lihan ikan pun beragam,
mulai dari kakap merah,
kerapu, baronang, hing-
ga bandeng yang dapat
diolah dengan cara
bakar, goreng, maupun
pallumara.

Tak hanya seafood,
Maryam Kitchen juga
menyediakan menu
utama lainnya seperti
paket ayam bakar dan
goreng, mie goreng dan
mie kering khas Maryam,
nasi goreng merah, serta

aneka tumisan seperti
kangkung, tauge, dan
capcay. Berbagai menu
pelengkap seperti
perkedel jagung dan nasi
bakul turut melengkapi
sajian yang ditawarkan.

Untuk menambah cita
rasa, tersedia beragam
pilihan sambal khas,
antara lain sambal ulek,
sambal matah, sambal
dabu-dabu, sambal rica,
hingga racik mangga.
Sementara itu, pilihan
minuman pun cukup
beragam, mulai dari air
mineral, es teh, aneka jus,
es cincau, kopi, thai tea,
hingga es teler khas
Maryam.

Owner Maryam Kit-

chen, H. Andi Maria
Razak, SE, menyam-
paikan rasa syukur atas
dibukanya secara resmi
usaha kuliner tersebut. Ia
juga mengucapkan teri-
ma kasih kepada seluruh
keluarga serta
masyarakat Soppeng
atas doa dan dukungan
yang diberikan.
“Semoga Maryam
Kitchen ini menjadi
ladang rezeki halal yang
penuh keberkahan dan
dapat menjadi tempat
berkumpul serta
merayakan berbagai
momen bersama teman,
sahabat, dan orang-or-
ang terkasih,” ujarnya.
Acara pembukaan

Maryam Kitchen turut
dihadiri dan dibuka
secara resmi oleh mantan
Bupati Soppeng H. Andi
Kaswadi Razak, SE,
bersama Ketua DPRD
Soppeng H. A. Mu-
hammad Farid, S.Sos,
serta keluarga besar H.
A.Maria Razak, SE, yang
memberikan dukungan
dan doa atas hadirnya
destinasi kuliner baru
tersebut.

Dengan suasana yang
nyaman, menu yang
beragam, dan cita rasa
khas, Maryam Kitchen
Soppeng by Maryam Pal-
ace Hotel Soppeng diha-
rapkan dapat menjadi
salah satu pilihan utama

Pembukaan Maryam Kitchen Soppeng by Maryam Palace
Hotel Soppeng. (anwar)

destinasi kuliner bagi
masyarakat Kabupaten
Soppeng.

Alamat: JI1. Kayangan
No. 72 (Hotel Maryam
Palace Soppeng), Jam
Operasional: 11.00 -
22.00 WITA, Media

Sosial &  Kontak:
WhatsApp: +62 851 9009
7772
Instagram:
@maryam_kitchenbakery,
T i k T o k :
@maryam_kitchen.soppeng,.

(Anwar Paturusi
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Gubernur Sulut YSKKepadaPanitiaDOB Bolmong Raya
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Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling (YSK).

MANADO, BN - Gu-
bernur Sulawesi Utara
Yulius Selvanus Komaling
(YSK) menerima panitia
pembentukan Daerah
Otonomi Baru (DOB) Pro-
vinsi Bolaang Mongon-
dow Raya (BMR), di Wis-
ma Negara Bumi Beringin,
Manado, Minggu (8/2/2026).

Dalam pertemuan ter-
sebut, Gubernur YSK ber-
dialog langsung dengan
sejumlah tokoh panitia
pembentukan Provinsi
BMR, di antaranya man-
tan Wakil Wali Kota Ko-
tamobagu Jainudin Da-
mopolii, mantan Anggota
DPRD Denny Mokodom-
pit, Hairil Paputungan,
hingga aktivis BMR Didi
Musa.

Pada kesempatan itu,
YSK menegaskan bahwa

dirinya tidak pernah men-
janjikan pemekaran BMR
Provinsi saat kampanye
masa kampanye Pemili-
han Gubernur. “Saya ti-
dak pernah berjanji akan
ada pemekaran BMR
waktu kampanye Pilgub.
Karena saya melihat kon-
disi BMR saat ini masih
sangat bergantung pada
dana transfer dari pusat
dan provinsi,” tegas YSK.

Menurutnya, salah
satu persoalan utama di
wilayah Bolaang Mongon-
dow adalah potensi sum-
ber daya alam yang belum
memberikan dampak sig-
nifikan bagi pendapatan
daerah.”Saya melihat di
Bolmong ada potensi
besar, terutama tambang
emas. Tapi selama ini
tidak pernah benar-benar

menjadi pendapatan dae-
rah, hanya dinikmati or-
ang-orang tertentu saja.
Ini yang sekarang sedang
saya cobakan,” ujar YSK.

Gubernur ke-13 Sulut
ini menambahkan, saat ini
pertumbuhan ekonomi
dan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) di wilayah
BMR mulai menunjukkan
peningkatan. “Pertumbu-
han ekonomi dan IPM
saat ini sudah meningkat,
apalagi kalau sektor per-
tambangan bisa kita kelola
dengan baik dan dijadikan
Pendapatan Asli Daerah
(PAD),” jelasnya.

YSK juga menilai bah-
wa berbagai program pe-
merintah provinsi saat ini
justru banyak terfokus di
wilayah Bolaang Mongon-
dow Raya.

“Kalau dilihat, pro-
gram saya sebagai Guber-
nur justru lebih banyak di
BMR dan itu sedang saya
lakukan sekarang,” katanya.

Namun demikian, YSK
menegaskan bahwa seca-
ra objektif BMR saat ini
belum sepenuhnya siap
untuk dimekarkan menja-
di provinsi baru, meski
proses persiapan terus
berjalan.” Kalau mau jujur,
sekarang BMR belum si-

ap, tapi sedang dalam
tahap persiapan. Mau DOB
silakan, tapi harus meng-
ikuti seluruh persyaratan
DOB. Jangan sampai itu
justru menjadi beban bagi
daerah induk,” tegasnya.

Ia mengingatkan agar
panitia tidak terburu-buru
dan terlebih dahulu me-
menubhi seluruh persyara-
tan administratif dan in-
dikator ekonomi. “Kita
harus lihat PDRB-nya,
supaya benar-benar bisa
menjadi PAD. Saat ini
siapkan dulu, karena
memang belum lengkap
semua persyaratannya,”
ujar YSK.

Selain itu, pemerataan
Indeks Pembangunan Ma-
nusia juga menjadi per-
hatian utama Pemerintah
Provinsi Sulut. “IPM ha-
rus merata di setiap kabu-
paten dan kota di Sula-
wesi Utara, dan itu yang
sedang saya perjuangkan
di Bolmong,” tandasnya.

Di akhir pertemuan,
YSK meminta panitia pem-
bentukan BMR Provinsi
untuk melengkapi seluruh
dokumen yang dibutuh-
kan. “Siapkan kelengka-
pan berkas yang ada, lalu
laporkan kepada saya,” pung-

kas Gubernur. (Arman)

Kejari Kota

10bagu Gelar Sertijab, Ikra

1,5H,

Kini Jabat Kepala Seksi Pidana Khusus

KOTAMOBAGU,
BN - Kejaksaan Negeri
(Kejari) Kotamobagu
menggelar Upacara
Pengambilan Sumpabh,
Pelantikan, dan Serah
Terima Jabatan Kepala
Seksi Tindak Pidana
Khusus (Kasi Pidsus),
yang  berlangsung
khidmat di Aula Kantor
Kejari Kotamobagu,
Senin (9/2/2026).

Upacara dipimpin langsung oleh Kepala
Kejaksaan Negeri Kotamobagu, Saptono, SH, dan
dihadiri oleh seluruh pejabat struktural serta
jajaran pegawai Kejari Kotamobagu. Dalam
prosesi tersebut, Ikram, SH resmi dilantik sebagai
Kasi Pidsus, menggantikan Chairul Mokoginta,
SH.

Rangkaian acara diawali dengan pembacaan
sumpah jabatan, dilanjutkan penandatanganan
berita acara pelantikan, serta penyematan tanda
jabatan oleh Kepala Kejari Kotamobagu sebagai
simbol resmi peralihan tugas dan tanggung jawab.

Dalam sambutannya, Saptono, SH menegaskan
bahwa pergantian jabatan bukan sekadar rutinitas
administratif, melainkan bentuk kepercayaan
pimpinan sekaligus amanah besar yang harus
dijalankan dengan penuh integritas dan dedikasi.

“Pelantikan ini bukan hanya pergantian posisi,
tetapi merupakan kepercayaan pimpinan dan
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Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Kepala Seksi Tindak
Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kotamobagu. (ist)

amanah besar. Di mana
pun saudara bertugas,
jadilah pribadi yang
tetap berkilau. Buk-
tikan produktivitas
melalui kerja nyata,
bukan sekadar kata-
kata,” tegas Saptono.

Ia juga menekankan
pentingnya profesio-
nalisme dalam pena-
nganan perkara, khu-
susnya pada bidang
tindak pidana khusus yang memiliki tingkat
kompleksitas dan sensitivitas tinggi. Menurutnya,
setiap aparat penegak hukum dituntut bekerja
secara terukur, objektif, adil, serta bebas dari
segala bentuk intervensi.

“Identitas kita sebagai aparat penegak hukum
adalah bekerja secara profesional, objektif, dan
berkeadilan. Bangun tim yang solid, efektif, dan
bertanggung jawab, karena keberhasilan pene-
gakan hukum merupakan hasil kerja bersama,”
lanjutnya.

Mengakhiri sambutan, Saptono menyam-
paikan doa dan harapan agar seluruh jajaran Ke-
jaksaan senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan,
dan petunjuk dalam menjalankan tugas negara.
“Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala senantiasa
memberikan petunjuk, kekuatan, dan kemampu-
an kepada kita semua dalam mengemban amanah
yang telah dipercayakan,” pungkasnya. (Arman)

Pemnkab Asehan Terma Penghargaan UHC 226 Kategori Madya

ASAHAN, BN-Peme-
rintah Kabupaten Asahan
menerima Penghargaan
Universal Health Cover-
age (UHC) Tahun 2026
Kategori Madya pada
ajang Deklarasi dan Pen-
canangan  Universal
Health Coverage (UHC)
serta Pemberian Penghar-
gaan Pemerintah Daerah
Tahun 2026 yang digelar
di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa (27/
1/2026). Penghargaan ini merupakan bagian dari UHC
Awards 2026 sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif
pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kegiatan nasional tersebut dihadiri oleh Menteri
Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Republik Indonesia, Dr. (HC) Drs. Abdul Muhaimin
Iskandar, M.Si., Menteri Kesehatan Republik Indone-
sia, Budi Gunadi Sadikin, S.Si., CHFC., CLU.,, serta
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Dr. Ali Ghufron
Mukti, M.Sc., Ph.D. Selain itu, acara ini juga dihadiri
para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari seluruh In-
donesia sebagai bagian dari konsolidasi nasional
percepatan UHC.

Mengacu pada siaran pers BPJS Kesehatan, pada
UHC Awards 2026 penghargaan diberikan kepada 31
pemerintah provinsi serta 397 pemerintah kabupaten/
kota. Hingga 31 Desember 2025, kepesertaan Program
JKN secara nasional telah mencapai lebih dari 98 persen

penduduk Indonesia, de-
ngan tingkat kepesertaan
aktif sebesar 81,45 persen.
Capaian tersebut mene-
gaskan bahwa keberha-
silan UHC sangat diten-
tukan oleh konsistensi
kebijakan dan dukungan
pemerintah daerah.

Bagi Kabupaten Asa-
han, penghargaan Kate-
gori Madya mencermin-
kan kerja sistemik lintas perangkat daerah, mulai dari
pemutakhiran data kependudukan, dukungan kebija-
kan dan pembiayaan daerah, hingga penguatan akses
layanan kesehatan. Pendekatan ini memastikan bahwa
jaminan kesehatan tidak hanya tercatat secara admin-
istratif, tetapi benar-benar dapat diakses dan diman-
faatkan oleh masyarakat ketika membutuhkan layanan
kesehatan.

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si.
menyampaikan bahwa penghargaan tersebut meru-
pakan hasil kerja bersama seluruh unsur pemerintah
daerah dan pemangku kepentingan. “UHC bukan
sekadar capaian angka kepesertaan. Fokus kami adalah
memastikan masyarakat Asahan memperoleh akses
layanan kesehatan yang berkelanjutan dan berkualitas.
Penghargaan ini menjadi penguat bagi kami untuk terus
membenahi sistem, menjaga kesinambungan pembia-
yaan, dan meningkatkan mutu layanan kesehatan bagi

masyarakat,” ujar Bupati Asahan.
(T.P)

Pengurus PC IBI Kabupaten Asahan

Periode 2023-2028 Resmi Dilantik

KISARAN, BN -
Pengurus Cabang (PC)
Ikatan Bidan Indonesia
(IBI) Kabupaten Asahan
Masa Bakti 2023-2028
resmi dilantik dalam
Musyawarah Cabang
(Muscab) ke-VII yang
digelar di Gedung Mu-
tiara Kisaran, Rabu (28/
01/2026). Pelantikan
dilakukan oleh Ketua
Pengurus Daerah IBI Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan
Muscab IBI Kabupaten Asahan Nomor 006/SKEP/PCIBI/ AS/SK/2026 tentang
Ketua dan Pengurus Harian Terpilih.

Mewakili Bupati Asahan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Kabupaten Asahan, Mohammad Azmy Ismail, A.P., M.Si., dalam sambutannya
menyampaikan bahwa pelantikan Pengurus PC IBI Kabupaten Asahan Masa
Bakti 2023-2028 memiliki arti penting dan strategis dalam memperkuat peran
Ikatan Bidan Indonesia sebagai organisasi profesi dan mitra pemerintah daerah
di bidang kesehatan, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan
kebidanan serta penguatan kesehatan ibu dan anak.

Lebih lanjut disampaikan bahwa tantangan pembangunan kesehatan yang
semakin kompleks menuntut bidan untuk terus meningkatkan kompetensi,
profesionalisme, dan kualitas layanan.Oleh karena itu, para bidan diharapkan
berperan aktif mendukung kegiatan Posyandu di desa dan kelurahan,
berkontribusi dalam menurunkan angka kematian ibu dan balita, serta
menyusun dan melaksanakan program kerja yang sederhana, realistis, dan
berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sejalan dengan visi Kabupaten Asahan
yang Religius, Maju, danBerkelanjutan.

Sementaraitu, Ketua PC IBI Kabupaten Asahan Masa Bakti 2023-2028, Sabar
hati Taringan, S.Keb., menyampaikan ucapan terimakasih atas kepercayaan yang
diberikan dan mengharapkan dukungan seluruh anggota dalam menjalankan
roda organisasi. Ketua Pengurus Daerah IBI Provinsi Sumatera Utara juga
menekankan pentingnya tanggungjawab, komitmen, dan sinergi berkelanjutan
antara IBI dan Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mendukung peningkatan
derajat kesehatan masyarakat. (T.P)

Bupati Pinrang H.A. Irwan Hamid, S.Sos saat melakukan
koordinasi di Kementerian Sosial Republik Indonesia. (ist)

Program Makan Bergizi Gratis Hari Kedua
Berjalan di UPTD SMP Negeri 2 Silau Laut

ASAHAN, BN - Pro-
gram Makan Bergizi
Gratis (MBG) di UPTD
SMP Negeri 2 Silau Laut
memasuki hari kedua
pelaksanaan, Selasa (03/
02/2026).Pada hari ini,
seluruh siswa menerima
paket makanan bergizi
yang disiapkan sesuai
standar pemenuhan gizi
anak usia sekolah sebagai bagian dari upaya peningkatan kesehatan dan kualitas
belajar peserta didik.

Pelaksanaan MBG di sekolah tersebut meliputi proses penyiapan,
pendistribusian, hingga konsumsi makanan oleh siswa di lingkungan sekolah.
Penyediaan makanan dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
dan didistribusikan kepada siswa dengan pendampingan pihak sekolah serta
tenaga kesehatan dari UPTD Puskesmas Silau Laut.

Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P. yang meninjau langsung pelaksa-
naan program tersebut menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis di
UPTD SMP Negeri 2 Silau Laut berjalan dengan baik dan mendapat respons
positif dari siswa. Program ini diharapkan dapat mendukung pemenuhan gizi
serta meningkatkan konsentrasi belajar anak di sekolah. (T.P)

Bupati Asahan Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi,
Administrator dan Pelaksana

ASAHAN. BN -Pe-
—— merintah Kabupaten Asa-
han melaksanakan pelan-
tikan Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama, Pejabat
Administrator, dan Peja-
bat Pelaksana di lingku-
ngan Pemerintah Kabu-
paten Asahan.Pelantikan
yang berlangsung di Aula
Melati Kantor Bupati
Asahan ini dipimpin oleh
Wakil Bupati Asahan
mewakili Bupati Asahan,
sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola birokrasi dan peningkatan kinerja
pemerintahan daerah.

Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor
100.3.3.2-13-5.2 Tahun 2026 tentang Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Asahan, serta Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 100.3.3.2-13.1-5.2
Tahun 2026 tentang Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan
dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Asahan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa seluruh proses telah
dilaksanakan secara objektif, transparan, serta memenuhi norma, standar, prosedur,
dan criteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Asahan menyampaikan pesan strategis kepada
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama agar segera melakukan konsolidasi internal,
menjawab tantangan sektor yang diampu secara terukur, serta memperkuat sinergi
lintas perangkat daerah guna mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan
Kabupaten Asahan. Wakil Bupati juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang
responsif, berintegritas, dan berorientasi pada hasil, sehingga setiap kebijakan dan
program yang dilaksanakan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan
kualitas pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun pejabat yang dilantik antara lain Ahmad Nizar Simatupang, S.T., M.T.
sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asahan,
Musa Al Bakri, S.E., M.Si. sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan,
Budi Limbong, S.Sos. sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan,
serta Darwinsyah Lubis, S.STP sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Asahan.

Selain Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut, pada kesempatan yang sama
juga dilantik Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Lurah,
dan Camat di lingkungan Pemerintah KabupatenAsahan. Acara pelantikan dirangkai
dengan tausiah agama dan dihadiri paraAsisten, StafAhli, Ketua TP PKK Kabupaten
Asahan, OPD, Camat, serta tamu undangan lainnya. (T.P)

- — exmwe
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Bupati Asahan saat melantik Pejabat Pimpinan Tinggi,
Administrator dan Pelaksana. (ist)
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Puluhan Miliar ...

b. Kesalahan Penganggaran Belanja Modal sebesar
Rp1.129.581.425,02

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen
penganggaran dan realisasi Belanja Modal menunjukkan
terdapat kesalahan penganggaran Belanja Modal TA 2023
yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Barang dan
Jasa dan Belanja Hibah pada empat OPD sebesar
Rp1.129.581.425,02.
c. Kesalahan Penganggaran Belanja Pegawai BLUD
sebesar Rp88.574.657,00

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten
Kediri menyajikan anggaran Belanja Pegawai BLUD
sebesar Rp113.397.920.657,44 dengan realisasi sebesar
Rp107.455.793.178,41 di antaranya sebesar
Rp31.296.031.089,00 merupakan Belanja Jasa Pelayanan
Kesehatan. Hasil analisis data dan dokumen diketahui
bahwa terdapat kesalahan penganggaran Belanja Pegawai
BLUD pada lima Puskesmas di Kabupaten Kediri yang
diberikan kepada Non ASN sebesar Rp88.574.657,00,
dimana seharusnya belanja tersebut dianggarkan sebagai
Belanja Barang dan Jasa BLUD.

d. Kesalahan Penganggaran Belanja Jasa Pelayanan
BLUD Sebesar Rp63.534.474.429,00

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten
Kediri menyajikan anggaran Belanja Barang dan Jasa
BLUD sebesar Rp.216.315.364.524,00 dengan realisasi
sebesar Rp.210.354.258.304,60 di antaranya sebesar
Rp.90.746.680.635,04 merupakan Belanja Jasa Pelayanan

Sambungan hal 1

Kesehatan.

Hasil analisis data dan dokumen diketahui bahwa
terdapat kesalahan penganggaran Belanja Jasa Pelayanan
Kesehatan pada Rumah Sakit Kabupaten Kediri dan
RSUD Simpang Lima Gumul (SLG) di Kabupaten Kediri
yang diberikan kepada PNS dan PPPK sebesar
Rp.63.534.474.429,00. Dimana seharusnya belanja tersebut
dianggarkan sebagai Belanja Pegawai.

Kondisi tersebut mengakibatkan Belanja Barang dan
Jasa sebesar Rp.63.645.030.269,00 (Rp.110.555.840,00 +
Rp.63.534.474.429,00), Belanja Modal sebesar
Rp.1.129.581.425,02, Belanja Pegawai sebesar
Rp.88.574.657,00 pada Pemerintah Kabupaten Kediri tidak
menggambarkan substansi belanja yang sebenarnya. Tulis
dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem
Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan nomor 63.B/LHP/
XIILSBY/04/2024.

Hingga berita ini ditunkan Pemerintah Kabupaten
Kediri belum memberikan keterangan resmi perihal
Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI
Perwakilan Provinsi Jawa Timur tersebut.

Untuk mengetahui dokumen penganggaran atas
realisasi Belanja Barang dan Jasa pada enam OPD, serta
penyebab kesalahan penganggaran Belanja Modal pada
empat OPD hingga kekeliruan penganggaran Belanja
Pelayanan BLUD. Ikuti terus Liputan Khusus Redaksi BN
edisi selanjutnya. (Toddy Pras H)

Bongkar Dugaan ...

tersebut, BPK menyajikan
temua hasil pemeriksaan
secara detail dan menye-
luruh mulai dari penerima
dana hibah yang telah di-
tentukan sebelum proses
penyusunan anggaran,
tim evaluator dibentuk
pada tahun pelaksanaan,
proposal tidak didukung
peta lokasi rencana pe-
laksanaan peketjaan, tidak
terdapat gambar rencana
pekerjaan, foto kondisi 0%
lokasi kerja tidak lengkap,
analisa harga satuan
pekerjaan tidak sesuai
dengan ketentuan, peker-
jaan tidak dilaksanakan,
hingga Laporan Pertang-
gungjawaban bermasalah.

Kelemahan Pengenda-
lian Belanja Hibah
Berdasarkan hasil wa-
wancara dan pemeriksaan
fisik secara uji petilk yang
dilakukan Auditor Utama
BPK atas realisasi peker-
jaan pada Pokmas (kelom-
pok masyarakat) peneri-
ma dana hibah ditemukan
tidak terdapat pelaksana-
an pengawasan dari
SKPD, perubahan pelak-
sanaan pekerjaan dan
perubahan lokasi peker-
jaan tidak didukung de-
ngan addendum, prasasti
tidak dipasang saat peker-
jaan selesai dilaksanakan,
foto pelaksanaan tidak
lengkap menunjukkan
progress pekerjaan, LPJ

tidak dilengkapi gambar
terpasang, LP] tidak di-
lengkapi backup data
quantity final, hasil pe-
kerjaan mengalami keru-
sakan, terdapat 3 Pokmas
tidak melaksanakan pe-
kerjaan, kelebihan bayar
dari kekurangan volume
pekerjaan.

Kelemahan Pengenda-
lian Monitoring dan Eva-
luasi

Sesuai dengan keten-
tuan monitoring dan eva-
luasi yang dilakukan oleh
SKPD adalah meneliti
kelengkapan dokumen
Laporan Pertanggungja-
waban (LPJ]). Berdasarkan
hasil pemeriksaan data
monitoring dan evaluasi
diketahui bahwa sampai
dengan tanggal 12 April
2023 terdapat 2.066 pene-
rima Hibah pada DPUBM
belum menyampaikan LPJ
pelaksanaan belanja hibah.

Kondisi tersebut me-
ngakibatkan kelebihan
bayar atas pekerjaan tidak
dilaksanakan sebesar
Rp549.469.000,00; dan
dana hibah yang tidak
dilengkapi dengan LP]
Rp309.465.298.700,00
tidak dapat diyakini
penggunaannya.

Kondisi tersebut dise-
babkan Kepala DPUBM
selaku penggunan ang-
garan tidak cermat dalam
mengawasi pelaksanaan

anggaran pada unit kerja
yang dipimpinnya, Evalu-
ator tidak memedomi
ketentuan saat melakukan
evaluasi proposal calon
penerima hibah, penerima
hibah tidak melaksanakan
kewajiban sesuai NPHD.

Belum diketahui seca-
ra pasti apakah rekomen-
dasi pengembalian keru-
gian keuangan daerah
atas pekerjaan tidak di-
laksanakan sebesar
Rp549.469.000,00 dan
penggunaan dana hibah
yang tidak dilengkapi
dengan LPJ sebesar
Rp309.465.298.700,00 telah
ditindak lanjuti atau
belum?

Pelanggaran kepatu-
han dan ketentuan per-
aturan perundang-unda-
ngan atas penyelengga-
raan belanja hibah pada
Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga (DPUBM)
Provinsi Jawa Timur kem-
bali terjadi, dan terulang
kembali.

Temuan penyalagu-
naan dana hibah tersebut
diungkap Badan Pemerik-
sa Keuangan (BPK) RI
Perwakilan Jawa Timur
dalam Laporan Hasil
Pemerikasaan atas Sistem
Pengendalian Intern dan
Kepatuhan Terhadap Ke-
tentuan Peraturan Per-
undangan Nomor 41.B/
LHP/XVIILSBY /04/2024
BAB1 Huruf C Nomor12.

Sambungan hal 1

Dengan pokok-pokok
temuan sebagai berikut:

1. Kekurangan Vol-
ume Pekerjaan atas Reali-
sasi Belanja Hlbah pada 10
Kelompok Masyarakat
(Pokmas) dan/atau Pene-
rima Hibah sebesar Rp
245.786.338.00;

2. Sebanyak 3 Peneri-
ma Hibah tidak Melaksa-
nakan Pekerjaan yang Di-
perjanjikan dalam NPHD
Sampai dengan Batas
Waktu yang Ditetapkan
sebesar Rp 580.000.000,00

3. Sebanyak 1.331 Pe-
nerima Hibah belum me-
nyampaikan Laporan Per-
tanggung Jawaban (LPJ)
Penggunaan Dana Hibah
kepada Pemerintah Pro-
vinsi Jawa Timur sebesar
Rp. 237.823.975,500,00

Bahwa untuk meme-
nuhi hak masyarakat
mengetahui tindaklanjut
atas rekomendasi BPK, Re-
daksi Surat Kabar BIDIK
NASIONAL pada1 Desem-
ber 2025 secara resmi telah
mengajukan konfirmasi
dengan surat nomor 078/
208/KONEF.LP/XII/
RED.BN yang ditujukan
kepada Kepala Dinas PUBM
Provinsi Jawa Timur dan
diterima Eka, front office
pada Bagian Pengelola In-
formasi dan Dokumentasi,
namun hingga, Jum’at 6
Februari 2026 belum men-

dapat jababan.
Bersambung. (Toddy Pras H)

Proyek RSUD ...

Sambungan hal 1

Pekerjaan Perbaikan Ruangan Keuangan, Perbaikan
Area Tangga Darurat IR], dan Perbaikan Akses Jalan
Ruang Kandungan sebesar Rp 52.631.998,**.
(Rp.33.515.999,52 + Rp.12 26.667.071,40 + Rp6.848.928,*)

2 Konsolidasi Biaya Konstruksi Perbaikan Dentist
Centre dan Perbaikan Poli Imunologi sebesar
Rp.78.801.960,77. dan :

3.Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian
Spesifikasi Teknis atas Perbaikan Lantai Epoxy ITD,
Perbaikan Kebocoran dan Pengecatan di Hemodialisa
Dan Perbaikan Akses dan Rooftop PPLK sebesar Rp.
91.315.010,** (Rp. 42.137.553,37 + Rp. 3.514.952,33 + Rp.
45.652.505,70)

Nilai Kontrak pada 3 paket pekerjaan pada RSUD
dr. Soetomo senilai Rp. 1.834.729.500,00, dengan nilai
kekurangan volume sebesar Rp. 56.788.442,26 ,- dan

nilai ketidaksesuaian spesifikasi teknis seluruhnya
sebesar Rp. 30.182.023,73,

Temuan pemeriksaan menekankan pentingnya
peningkatan sistem pengendalian intern dan kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
tidak berhenti pada rencana aksi serta tindak lanjut
rekomendasi. Untuk memastikan permasalahan yang
sama tidak terulang.

Belum di ketahui secara pasti apakah rencana aksi
dan tindak lanjut rekomendasi pengembalian kerugian
keuangan daerah yang ditimbulkan akibat kekurangan
volume serta ketidak sesuaian spesifikasi teknis tersebut
telah dilaksanakan atau belum oleh RSUD dr. Soetomo
Jawa Timur?

Ikuti lipitan khusus redaksi BIDIK NASIONAL edisi
selanjutnya (Toddy Pras H)

Gaji Terpidana ...

Sambungan hal 1

dan Penghargaan (PKAP)
pada Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sum-
ber Daya Manusia (BKPSDM)
atas 17 pegawai yang
dijatuhi hukuman disiplin
selama tahun 2024.
Diketahui terdapat
satu pegawai atas nama
MY pada UPT Pendidikan
SDN Sumberejo III Kec
Purwosari mendapat hu-
kuman disiplin berupa
pemberhentian sebagai
PNS berdasarkan Surat Ke-
putusan (SK) Bupati Pa-
suruan Nomor 800.1.6.3/
92/424.103/2024 ter-
tanggal 15 Februari 2024.
Dalam SK Bupati ter-
sebut MY diberhentikan
sebagai ASN terhitung
mulai putusan perkara
dari Pengadilan Tinggi
Surabaya pada 7 Desem-
ber Tahun 2021. Hasil pe-

meriksaan dan analisis
lebih lanjut diketahui bah-
wadari Januari 2022 hing-
ga Februari 2024, MY ma-
sih menerima pembaya-
ran gaji dan tunjangan to-
tal sebesar Rp 61.931.400,00.
Kondisi tersebut me-
ngakibatkan kelebihan
pembayaran pembayaran
gaji ASN sebesar Rp
61.931.400,00,00. Pemasa-
lahan tersebut disebabkan
Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan tidak
memedomi ketentuan yang
berlaku dalam memantau
dan menindaklanjuti ma-
salah yang terjadi dalam
instansi yang di pimpinnya.
Atas temuan tersebut,
BPK BPK merekomen-
dasikan Bupati Pasuruan
agar memerintahkan
Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan untuk:

a. meningkatkan pe-
ngawasan dan pengen-
dalian atas masalah yang
terjadi dalam instansi
yang menjadi tanggung
jawabnya; dan

b. berkoordinasi de-
ngan TPKD untuk mem-
proses penetapan kelebi-
han bayar sebesar Rp
61.931.400,00 dan me-
nyetorkan ke Kas Daerah

Menanggapi temuan
pemeriksaan tersebut, Tri
Krisni Astuti, S.Sos, MM.
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pasuruan me-
nyampaikan konfirmasi
bahwasanya Instansi yang
di pimpinnya melalui
BPK (Bidang Pembinaan
Kepegawaian) dan Sub
Bagian Keuangan sudah
melakukan upaya perte-
muan dengan pihak kelu-
arga pegawai yang ber-

sangkutan sesuai dengan
hasil yang telah dirang-
kum di dalam surat per-
nyataan kesanggupan
pembayaran dengan cara
mengangsur.

“BPK dan Inspektorat
saat ini menjalankan pro-
ses yang masih berjalan
berdasarkan solusi yang
telah desepakati oleh
pihak keluarga dengan
cara mengangsur sebagai-
mana surat pernyataan
tersebut,” tulis Tri Krisni
Astuti dalam surat kon-
firmasi nomor 900/283/
424.071/2026 yang diteri-
ma wartawan melalui Ni-
nik Hariani staf Sekre-
tariat Dinas Pendidikan.

Belum di ketahui se-
cara pasti apakah reko-
mendasi pengembalian
keuangan daerah atas
pemberian gaji MY, eks.

Gubernur Khofifah ...

dugaan korupsi dana hibah Pokir DPRD Jatim tahun 2019. Khofifah datang ke PN
Tipikor sekitar pukul 13.00 WIB. Kedatangan Khofifah disambut selawat oleh ratusan
orang simpatisan yang tergabung dalam Barisan Gus dan Santri dan juga Muslimat.

Saat turun dari mobil, orang nomor satu di Jawa Timur ini langsung menuju
ruang Cakra PN Tipikor dengan disambut Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim Adi
Sarono. Tak lupa, Khofifah juga menyapa awak media yang sudah menunggu
kedatangannya. Setelah majelis hakim yang diketuai Ferdinandus membuka sidang,
Jaksa Penuntut Umum KPK diminta untuk memanggil saksi.

Jaksa kemudian memanggil Khofifah Indar Parawansa untuk masuk ke ruang
sidang. Dengan santun dan memberikan hormat pada Jaksa dan juga majelis hakim,
Khofifah duduk di kursi Persidangan dan dilakukan sumpah sebagai saksi.

Perlu diketahui, Khofifah dipanggil sebagai saksi tambahan atas permintaan
Ketua Majelis Hakim Ferdinand Marcus L, SH., MH.

Permintaan keterangan dimaksud sedianya diagendakan pada tanggal 05
Februari 2026, namun Gubernur Jawa Timur berhalangan hadir karena adanya
agenda tugas yang telah terjadwal, yakni menjadi Keynote Speaker pada kegiatan
Sarasehan Kebangsaan yang diselenggarakan MPR RI di Surabaya, menghadiri
agenda Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jatim dan melakukan kegiatan persiapan
kunjungan Presiden RI pada Peringatan Hari Lahir 1 Abad Nahdlatul Ulama yang
akan diselenggarakan di Kota Malang Jawa Timur.

Setelah sempat berhalangan hadir pada minggu sebelumnya, Gubernur Jawa
Timur dijadwalkan hadir pada pemeriksaan berikutnya tanggal 12 Februari 2026.
Adapun pemberian keterangan oleh Gubernur dalam persidangan tersebut
diharapkan dapat mengklarifikasi tuduhan Alm. Kusnadi seperti dalam BAP yang
pernah dibacakan dalam persidangan sebelumnya. “Mohon maaf pada panggilan
hari Kamis (5/2) lalu kami belum bisa memenuhi panggilan itu pada semua jajaran
Yang Mulia dan JPU,” kata Khofifah saat persidangan, Kamis (12/2).

Khofifah mengatakan, pada panggilan sidang sebelumnya ia harus menghadiri
sejumlah agenda. Salah satunya yakni Sidang Paripurna di DPRD Jatim.”Kami saat
itu harus menghadiri sidang paripurna yang kami tidak bisa mewakilkan karena
Pak Wagub sedang ada rapat strategis d Jakarta dan Pak Sekda ada perjalanan ke
luar negeri,” ucapnya. (sumber: detik.com/cnn.indonesia.com/red)

Sambungan hal 1

Gubernur Jawa Timur ...

Menurutnya, pendekatan praktik langsung membuat siswa terbiasa menghadapi
kebutuhan riil di dunia kerja. Mereka tidak hanya memahami teori, tetapi juga
pengalaman layanan langsung. Khofifah mencontohkan siswa jurusan tata boga
yang mengelola resto dan kafe untuk umum. Selain itu, ada juga praktik perhotelan,
tata busana, kecantikan, hingga tata rambut.

“Ini bukan sekadar magang, tapi mereka benar-benar melayani publik. Rasa
percaya diri mereka tumbuh karena terbiasa berhadapan langsung dengan
pelanggan,” jelasnya. Model pembelajaran tersebut juga memperkuat konektivitas
antara sekolah dan dunia usaha serta dunia industri (DUDI). Kolaborasi itu dinilai
menjadi kebutuhan utama pendidikan vokasi.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai, menyebut
serapan lulusan SMK sangat dipengaruhi kemampuan sekolah mengikuti
perkembangan zaman. Termasuk di dalamnya pemanfaatan teknologi digital.

Menurut Aries, kemajuan teknologi justru harus menjadi pendorong peningkatan
kompetensi siswa. Sejumlah sektor seperti perhotelan, pariwisata, kuliner, dan tata
busana disebut tidak pernah kehilangan pasar. la menambahkan, pemasaran digi-
tal membuat jangkauan produk siswa menjadi lebih luas. Produk tidak lagi terbatas
dijual secara offline. Contohnya, produk tata boga seperti roti dan makanan olahan
sudah dipasarkan secara online. Karya tata busana siswa juga mulai dijual melalui
berbagai platform digital.

Dengan pendekatan tersebut, siswa tidak hanya disiapkan masuk industri, tetapi
juga menjadi wirausaha. Sekolah mendorong lulusan mampu membuka lapangan
kerja sendiri. Kepala SMKN 1 Buduran, Agustina, mengungkapkan tingkat serapan
lulusan di sekolahnya mencapai sekitar 97,5 persen. Sebagian besar lulusan langsung
bekerja. Sisanya memilih berwirausaha atau melanjutkan pendidikan ke perguruan
tinggi. Bahkan, sejumlah siswa kelas 11 sudah menjalankan usaha jasa secara mandiri.

“Beberapa industri sudah datang dan merekrut lebih awal. Jadi sebelum lulus
pun, sudah ada siswa yang diinden. Kami ingin memastikan setiap lulusan punya
masa depan yang jelas,” pungkasnya. (Teddy Syah)

Sambungan hal 2

Korban dan Pelaku ...

menderita luka berat atas nama Ita Purnama Sari (31 tahun) korban, masih dalam
penanganan medis di RS Islam dan keadaannya sekarang sudah membaik, terang
Kanit Gakkum Dendy.

Menurut keterangan kanit, pelaku Sutoyo Dusun Darungan RT/RW 10/5 Desa
Klampokarum Kec. Tekung berbatasan dengan Desa Dorogowok Kec. Kunir
sebagai korban ternyata masih bersaudara dan beberapa rumah saja dari rumah
Sutoyo, terang Kanit Gakkum Dandy. Kejadian ini akan diselesaikan secara
kekeluargaan, untuk yang meninggal dibantu mulai dari awal tahlilan sampai
1000 harinya dan biaya untuk pemakamannya juga dibantu, untuk korban yang
luka-luka dibantu biaya untuk ke rumah sakit sampai sembuh, jadi kami masih
menunggu apa ini diselesaikan secara kekeluargaan apa lanjut.

Kalau memang nanti terjadi mediasi kekeluargaan di kantor kami, kata Dendy,
kami akan membantu berdasarkan pada aturan Restorative Justice Perpol No. 8
Tahun 2021 (Pasal 1 angka 3), Perja No. 15 Tahun 2020, Perma No. 1 Tahun
2024 (Pasal 6 ayat 1), serta KUHP Baru No. 1 Tahun 2023 (Pasal 54 dan 99).

Untuk unit kendaraan xpander tersebut, kami amankan ditempat lain, supaya
tidak tambah rusak dan biar juga tambah aman.Pesan Kanit Gakkum Ipda Dendy
untuk masyarakat Lumajang, karena bulan Januari-Februari deras-derasnya hujan,
harap berhati-hati bila berkendaraan dan memakai helm pengaman juga per-
lengkapan surat-surat supaya dibawa, agar selamat sampai ditujuan. (SON)

Sambungan hal 2

Tanggul Sungai ...

hasil panen yang belum sempat diangkut malah terbawa air,” ujar Turiman.

Salah seorang warga Dusun Kertajaya, Abah Ajid , mengaku sangat terpukul
atas kejadian tersebut. Ia menyebut kerugian yang dialami petani cukup besar karena
terjadi tepat menjelang masa panen.

“Kami para petani benar-benar kaget. Padi sudah mau dipanen, bahkan ada
yang sudah dipotong tapi belum diangkut, tiba-tiba air datang besar. Hasil panen
rusak, ada juga yang hanyut,” tutur Abah Ajid dengan nada prihatin.

Menindaklanjuti peristiwa tersebut, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy
melalui Satuan Kerja SDA OP 3 langsung turun ke lokasi untuk melakukan
penanganan darurat. Alat berat berupa ekskavator didatangkan guna mempercepat
perbaikan tanggul yang jebol.

Penanganan darurat telah terealisasi, dan saat ini proses perbaikan tinggal
menunggu material untuk penguatan tanggul. Di lokasi terlihat PPK OP 3 Jjang ,
Satker Andi, bersama tim pengawas serta pengusaha lokal yang bergerak cepat
menanggulangi kerusakan tanggul Sungai Citalahap.

Turiman menjelaskan bahwa rencana perbaikan tanggul sebenarnya sudah
direncanakan sejak jauh hari, namun belum sempat dilaksanakan hingga akhirnya
tanggul lebih dulu jebol akibat meningkatnya debit air sungai.

Selain perbaikan darurat, Pemerintah Desa Sukahurip meminta kepada BBWS
Citanduy agar ke depan dilakukan normalisasi Sungai Citalahap sepanjang kurang
lebih 2.000 meter sebagai langkah pencegahan jangka panjang. “Kami berharap ada
normalisasi sungai sekitar dua kilometer, supaya kejadian seperti ini tidak terulang
kembali dan lahan pertanian warga bisa lebih aman,” tegas Turiman.

Warga Dusun Kertajaya berharap pemerintah pusat melalui BBWS Citanduy
tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga memberikan solusi
permanen agar bencana banjir dan tanggul jebol tidak terus berulang setiap musim
hujan. (Asep sujana)

Sambungan hal 5

oknum guru terpidana
kasus asusila tersebut
telah dilaksanakan Dinas
Pendidikan? dan
Benarkah pengem-

balian kerugian keuangan
daerah dapat di angsur,
sebagaimana keterangan
Dinas Pendidikan. Lantas
apa tanggapan BPK RI

Perawakilan Provinsi Ja-
wa Timur atas permasa-
lahan ini? Ikuti liputan
khusus BIDIK NASIONAL.

Bersambung (Toddy Pras H)
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PASURUAN, BN -
DEWAN Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Pasuruan se-

cara resmi membentuk

Panitia Khusus (Pansus)
Tata Tertib (Tatib) seba-
gai tindak lanjut dari

perubahan Struktur Or-
ganisasi dan Tata Kerja
(SOTK) di lingkungan
Pemerintah Kabupaten

BERITA MINGGUAN INVESTIGASI

Pasuruan.

Gerak cepat DPRD
Kabupaten Pasuruan
menyelaraskan aturan
internal dilakukan me-
nyusul adanya peng-
gabungan sejumlah
Organisasi Perangkat
Daerah. Ketua DPRD,
Samsul Hidayat men-
jelaskan Pansus Tatip
dibentuk untuk menye-
suaikan peraturan inter-
nal dewan, mengingat
perubahan SOTK oto-
matis mengubah peta
kemitraaan dengan Or-
ganisasi Perangkat Dae-
rah di komisi lembaga
ini.

“Penyesuaian kewe-
nangan komisi meliputi

restrukturisasi mitra
kerja dalam menjalankan
fungsi legislasi, pe-
ngawasan dan pengang-
garan terhadap jalannya
pemerintahan daerah
melalui OPD. Jadi fungsi
komisi yang di atur
ulang,” kata politisi se-
nior partai besutan Mu-
haimin Idskandar, ter-
sebut.

Samsul Hidayat op-
timis Panitia Khusus Ta-
ta Tertip SOTK dengan
cepat menyelesaikan
proses pembahasan se-
hingga dapat segerah di
sahkan, mengingat SOTK
sudah diterapkan, maka
kami harus cepat menye-
suaikannya, agar tidak

mengganggu layanan
kepada masyarakat
Kabupaten Pasuruan.
“Kami tekankan Pan-
sus selesai dalam
sepekan agar optima-
lisasi kinerja anggota
dewan dengan mitra
kerja yang baru segera
berjalan maksimal, me-
ngingat perubahan ta-tib
bertujuan meningkatkan
kinerja dewan dalam
menjalankan fungsi
legislasi, pengawasan,
dan penganggaran
terhadap OPD optimal,”
Lebih lanjut, Gus
Samsul, sapaan akrab
Ketua DPRD Kabupaten
Pasuruan mengung-
kapkan, Pansus dalam
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berak Uepat, DPRD Ka Pasuruan Bentuk Pansus SUTK

!
merumuskan Tata Tertip
bakal didampingi tenaga
ahli kompeten di bidang
hukum tata negara.
Kehadiran ahli ini krusial
untuk memberikan “pen-
cerahan” agar tidak ter-
jadi multi-tafsir terkait
PP Nomor 12 Tahun
2018, mengenai teknis
distribusi keanggotaan di
Alat Kelengkapan De-
wan (AKD).
“Rekan-rekan ang-
gota dewan di Pansus
bisa langsung bertanya
kepada ahlinya agar
pemahaman dan penaf-
siran hukumnya sera-
gam, terutama soal pasal-
pasal krusial di PP 12/
2018,” tambahnya.(Adv/*)

DPRD Kab Pasuruan Bentuk Satgas Penanganan Banjir

PASURUAN, BN - DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Pasuruan menginisiasi pembentukan
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Banjir di Kecamatan
Gempol agar lebih cepat terselesaikan. Ketua DPRD Kabu-
paten Pasuruan Samsul Hidayat memastikan pembentukan
Satgas Penanganan Banjir Gempol akan segera kukuhkan
dalam waktu dekat.

Kepastian pembentukan Satgas Penanganan Banjir di
Kecamatan Gempol tersebut disampaikan Samsul Hidayat
usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Kecamatan Gempol, pada, Kamis (5/2/2026).

Dalam forum tersebut, Gus Samsul, sapaan karib Ketua
DPRD Kabupaten Pasuruan secara tegas meminta Camat
Gempol, Hadi Mulyono segera mengonsolidasikan seluruh
pemangku kepentingan untuk membentuk satgas penanganan
banjir.

“Setelah acara ini selesai, saya minta Pak Camat langsung
mengumpulkan seluruh stakeholder untuk membentuk
Satgas Penanganan Banjir Gempol,” tegas politisi Senior PKB,
tesebut.

Pria yang dikenal karena kedekatnya dengan masyarakat
tersebut menyampaikan keperihatinannya terhadap persoalan

banjir di Gempol yang berulang dan seolah tak
kunjung tuntas. Padahal, tanbahnya, secara politik
dan kelembagaan, wilayah tersebut memiliki ke-
kuatan dan akses yang memadai. Dikutip dari
TribunJatim.com,

“Terus terang saya merasa risih. Banjir di Gempol
ini tidak selesai-selesai. Padahal Ketua DPRD, Wakil

Ketua DPRD, hingga Ketua DPD partai ada di Gem- \ i

pol,” ungkap Samsul Hidayat

Menurut Samsul, satgas yang akan dibentuk
tidak boleh bekerja secara sektoral. Penanganan
banjir harus dilakukan melalui kolaborasi lintas
pihak, melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan
masyarakat. la bahkan menyatakan kesiapannya
untuk turun langsung menjalin komunikasi dengan
perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan
Gempol. Langkah ini dinilai krusial, mengingat
keterbatasan anggaran pemerintah akibat kebijakan efisiensi.

“Kalau hanya mengandalkan APBD, tentu berat. Anggaran
sekarang semuanya kena efisiensi. Karena itu, keterlibatan
pihak ketiga, khususnya perusahaan, menjadi sangat penting,”
terangnya.

PENYUSUNANR

AKERJA PEMERINT
BEN PASURUAN TAH!L
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Ketua DPRD, Samsul Hidayat, saat menghadiri Musrenbang Kecamatan Gempol.

Satgas Penanganan Banjir Gempol nantinya direncanakan
beranggotakan unsur Muspika, pemerintah desa, perusahaan,
serta elemen masyarakat. Satgas ini akan bertugas menyusun
pembagian peran, langkah teknis penanganan, hingga strategi
jangka menengah dan panjang pengendalian banjir. (Adv/*)
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